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Yth, Para Kepala KPP Pratama 
seluruh Indonesia 

SURAT EDARAN 
Nomof :SE- lOl/pj/2009 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMORPER- 58 /P J/2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

Sehubungan dengan teiah diterbitkannya Peraturan Dtrektur Jenderat Pajak Nomor 
PER- 5 8 /PJ/2009 tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. dengan ini dJsampaikan hal-hal sebagai benkut : 

1. Ketentuan dalani Peraturan Direkiur Jenderal Pajak dimaksud berlaku untuk 
Penunjukan Tempai Pembayaran yang bersifat manual (non elektronik) sesuai dengan 
wewenang Kepala KPP Pratama yang diatirr dalam Pasal 2 Peraturan Menteri 
Keuangar Nomor 157/PMK.D3/2007 lenlang Penunjukan Tempat dan Tata Cara 
Pembayaran Pajsk BumI dan Bangunan. 

2. KPP Pratama diminta agar: 

a. berkoordinasl dengan Bank Umum/Kantor Pos yang akan ditunjuk sebagal Tempai 
Pembayaran (TP); 

b. memantau pelaksanaan kewajiban administratif TP sesuai Keputusan Bersama 
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Depsrtemen Keuangan dan 
DJreklur Jenderal Pemenntahan Umum. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 
Departemen Dalam Negen Nomor: KEP-54/A;2003, Nomor: KEP-47yPJy2003. 
Nomor KEP-973-011 Tahun 2003, Nomor: 973-012 Tentang Tata Cara 
Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan. dan Pembagian Hasil Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) (fotokopi terlsmpir); 

c. memantau dengan tertib penyampaian Surat Tanda Terima Setoran [STTS) dan 
nelakukan perekaman STTS ke dalam SISM10P jnluk mengurangi permasaiahan 
terkajt negative list tunggakan PBB; 

d. nelaporkan dengan segera nomor rekening TP yang digunakan untuk menampung 
pembayaran PBB termasuk perubahannya kepada Direktur Jenderal Pajak cq. 
Direktur Potensi Kepatuhandan Penerimaan. 

3. Prosedur Penunjukan Tempat Pembayaran PBB (TP) dJtetapkan sebagaimana 
Lampiran Surat Edaran Direktur Jendera! Pajak ini. 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 

Ditetapkan di Jakarta 

pads Tanggal 13 Qktober 2009 

tur Jenderai. 




Tembusan: 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 

2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, serta Kepala Pusat di iingkungan DJP 

3. Para Kepala Kanwil DJP seiuruh Indonesia 



LAMPIRAN 

SURAT EDARAN DIREKTUR JEWDERAL FAjAK 
NOf'^lOR SE- 101 '■PJ''2009 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PAJAK NOMOR PER'^8'PJ/2QD9 TENTANG TATA 
CARA PENLINJU<AN TEMPAT PEN^BA VARAN 
PAJAK BUM: DAk BANGUNAN 



Prosedur Penunjukan Tempat Pembayaran PBB (TP) 

A. D^skripsi : 

Prosedur [ni digunskan oleh KPP Pralama sebagai pedoman dalam menunjuk suatu bank 
umum/kantor pos menjadi Tempal Pembayaran PBB (TP) daiam wtlayah KPP Pratama 
terlentL^. 

B. Dasar Hukum : 

1- Peraturan Menlerl Keuangan Nomor 167/PMK,03/2007 lentang Penunjukan Tempat dan 
Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Keputusan Sersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jendera! Pajak, Departemen 
Keuangan Dan Direktur Jenderal Pemerintatian Umum, Direktur Jenderal Olonomi 
Daerah, Departemen Dalam Negeri Nomor: KEP-54/A/2003, Nomor: KEP-47/PJ72003, 
Nomor: KEP-y73-011 Tahun 2003, Nomor: 973-012 Tentang Tata Cara Pembayaran, 
Pemindahbukusn, Pelimpatian, Dan Pembagisn Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan (PBB). 

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 5 2 /PJ/20Gy tentang Tata Cara 
Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

C. Surat Edaran terkait: 

1, Surat Edari^n Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.6yi994 tanggal 1 MareL ^99A 
tentang Penunjukan Tempat Pembayaran PBB. 

D. Pihak yang terkait : 

1. Kepala KPP Pralama, 

2. Kepala Seksi PD!, 

3. Pelaksana Seksi PDI. 

4. Bank Umum/Kantor Pos. 

E< Input yang digunakan : 

1. Surat Permohonan penunjukan sebagai TP (jika ada). 



F. Output yang dihasflkan : 

1. Dokumer Perunjukan sebagai TP. 

G, Prosedur Kerja : 

1. Kepala KPP Pralama memenntahkan Kasi PDI untuk menunjuk TP. Dalam hal ada 
permohonan dari Bank Umum/Kanlor Pos, Kepala KPP Pratama mendisposisikan 
kepsda Kasi PDI. 

2. KPP Pratama melakukan koordinasi dengan Bank Umum/Kantnr Pos. Kasi PDI 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi ini dan menuangkan hasilnya dalam 
suatu Berita Acara (BA) hasil koordinasi persiapan penunjukan TP. 

3. Kasi PDI menyerahkan BA kepada Kepala KPP Pralarna, 

a. DaEam h^\ Bank Umum/Kantor Pos dapat ditunjuk sebagai TP: 

I) Kepala KPP Pratama memerinlahkan Kasi PDI unliik membuat konsep dokumen 
penunjukan kepada Bank Unium/Kantor Pes dimaksud. 

2] Kasi PDI memerintahkan Pelaksana Seksi PDI untuk membuat konsep dokumen 
penunjukan scbagal TP. 

3) Pelaksana Seksi PDI membuat konsep dokumen penunjukan sebagai TP. 

4) Kasi PDI menelili dan memaraf konsep dokumen penunjukan sebagai TP. 

5) Kepala KPP Pratama meneliti dan menandatangani konsep dokumen 
penunjukan sebagai TP yang juga dilandatangani oleh pihak Bank Umum/Kantor 
Pos terkail, 

6) Dokurnen penunjukan sebagai TP disampaikan kepada Bank Umum/Kantor Pos 
yang bersangkutan melalul SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen. 

7) TP melaporkan nomor rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan 
PBB kepada Kepala KPP Pratamia secara iertulis. 

8] Kepala KPP Pralama menerima laporan tertulls mengenai nomnr rokcning yang 
digunakan untuk menampung penerimaan PBB dan TP kemudian 
mendisposisikan kepada Kasi PDI. 

9) Kasi PDI memerintahkan Pelaksana Seksi PDI untuk mernbuaL konsep surat 
laporan kepada Direktur Jendera! Pajak c.q. DIrektur Potensi Kcpatuhan dan 
Penerimaan mengenai nomor rekening penampungan penerimaan PBB pada 
TP. 

10) Pelaksana Seksi PDI membuat konsep surat laporan nomor rekening 
penampunf^an penerimaan PBB pada TP dan menynrahkannya kepada Kasi 
PDI, 

I I ) Kasi PDI meneliti dan memaraf konsep surat laporan nomor rekening 
penampungan penerimaan PBB pada TP dan meneruskannya kepada Kepala 
KPP Pratama. 

12) Kepala KPP Pratama meneliti dan menyetujul konsep surat laporan nomor 
rekening penampungan penerimaan PBB pada TP. 

13) Surat laporan nomor rekening penampungan penerimaan PBB pada TP 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Direktur Potensi Kepaluhan 
dan Penerimaan melalui SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen. 



b. Dalam hal Bank Umum/Kantor Pos tidak dapat ditunjuk scbagai TP: 

1) Kepala KPP Pratama memerintahkan KasI PDI rnembuat pemberilahuan secara 
tertulfs kepada Bank Umum/Kantor Pos dimaksud. 

2) Kasi PDI memerintahkan Pelaksana Seksi PDI membuat konsep sural 
perrtheritahuan secara tertulis. 

3) Pelaksana Seksi PDI membuat konsep sural pemberitahuan secara tertulis dan 
menyerahkan kepada Kasi PDI. 

4) Kasi PDI meneliti dan memaraf kunstjp !jurat p»^mbyrilahuan secara terlulis dan 
meneruskan kepada Kepala KPP Pratama. 

5) Kepala KPP Pratama meneliti dan menandatangani konsep surat pemberitahuan 
secara tertulis dan memerintahkan penyampaian surat pemberitahuan ke Bank 
Umum/Kanior Pos lersebul melalui SOP Tala Cara Ptiri/arnpaian Dokumen, 

SelesaL 



JangkaWaktu Penyelesaian : 

30 hari kerja 



H. Bagan Alur K«rja (Ffowchaii) : 



Prosedur Penunjukan Tempat Pembayaran PBB (TP) 
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KEFUTUSAN BEHSAMA 
DIREKTUR JHNDERAL ANGGARAN, 
DIREKTUR JENDRRAF. PAJAK, DEPARlbMEN KEUANGAN 

DAN 

PU^KTUR JENDCRAL PEMERINTAHAN UMUM, 

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAER.\H, DEPARTEMEN DALAM NEGCR[ 

NOMOR : K.B['-54/A/2Qd3 

NOMOR ; KEP-47/PJ./2003 

NOMOR : KRP'973-Oll TAHUN 2003 

NOMOR : 973-012 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAY/\RAN. PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN 
PEMDAGIAH liASIE PENERIMAAN PAJAK HUMI DAN BANGUNAN (PBB) 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 
DSREKTUR JENDER.A.L PAJAIC. DEPAR 1 EMEN KEUANGAN 

DAN 

DIRHK'IUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, 

DIREKTUR JENDERi\L OTONOMI DAERAH. DEPARTEMEN DALAM NEGER!. 

Mcuimbaiifi : a. buhwa dalani langka mcningkatkaa pclayanaji kcpada Wajib Pajak dalani 
mcLnkLikuti pembnyanm Pajak Biimi dan Baiiguiiaii, pujiu iuciiuiyuk 
baiik-baiik swasia uiituk mcnjacli basik perscpsi Pajak Btimi dan 
Bangunan; 

b. baliwit bt;rdaijLirkau jjcrUiiibaiii^aii scbagiiiiiiaiia dimaksLid dalam hurufa, 
pcriu mcnctnpkan KcpuEiisan Bcrsama Dircklur Jojidcnil Ar,ggaran> 
Direktur Jendcial Pajak, Diiektur Jondcral Pcmcrinlahaii Umiim, dan 
DirckUir lenderai Oiononii Daerah Icmang Tata Cani Puiiibayiiiaiu 
PoniindaJibukuan, PcJimp^ian, dan Pembagiaii ilasil P cnc rim nnn Pajak 
Runii dan Rangunan; 



Mengiugat : L Undang-undang Komor 12 Talum 1985 tcnTang Pajak Bumi dan 
Bangnnan (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun I9S5 Noiiicr 6S, 
Tambahan Lembaran Negara Ropublik ]ndon<:;sia Nomor 3312) 
scbagajiiiana telali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 laliun 1994 
(Lembaran NcgEira Republik Indonesia Taiinn ]994NainOi 62, Tanibalian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nuinot 3569); 

2. Uiidang-uudcuig Ntiuioi 22 Tahun 1999 Iculang Pcmcrinla3ian Dacrab 
(Lembaran Ncgara Republik Indonebia Tahun 1999 Nomor <jQ. ianibalian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S39); 

3. Undang-undang Nomor 25 Ta]iun 1999 tenlang Pcrimbangan Kcuangan 
anLara Pcmerintali Pusal dan Ducrah {Lentbaraii Nct^ara Republik 
Indonesia Tjihun 1999 Nomor 72, Tnnihahaji Lcmliaj-an Ncgara Republik 
Indonesia Nomor 3S48); 



-:.'■■. - tf r~ ■ ■■: 

4. Peraturan Pemcrintah Nonior 104 Tahun 2000 tciilaii^^ Dnna 
Perimhangan, sehagaimana telaJi diubaii dcngtin PuraLuraii PeiiieriJilah 
Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pcrubalian atas Peralutan Pciiicrinrah 
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbaiii^aii (Lciiibaian Ncgaia 
RcpublJk Indonesia Tahim 2001 Nomor 1 57): 

5. Kcputusan Mcmcri Kcuan^^iiii Nomor ] OOy/K-MK.O-l/l 985 IcnUing 
Pclimpahan Wcwcnnng Pcnatjilian Pajak Bumi dsui Baiigunan Kcpuda 
Gubemur Kepala DacraJi Tingkat I daiValau Bupatl/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat 11; 

6. KepulusLm Mt;nlen Keuangan Noiuur 249/KiVlK.04/iy9j tailing 
Pcnunjukan Tcmpat daii Tata Cara Pcmbayaraii Pajak Bumi dan 
BajiguiiJii; 

7. Kcputusan Menteri Kcuaiigaii Nomor 82/KMK.04/2000 tcntmig 
Pcniba^iaii Hasil Pciierimaan Pajak Bumi dan BajigunaEi aniara 
Pcmerintah Pusat dan Daerah; 

8. Kcpulasan Mculcri iCcuaiigau Nomor 84/KMK.04/2000 Icntcing 
Pciiiiipahaa Wt;wujiuiig Pcjicrbilan SuruL Kua^a b'umjii (SKU) KcpuJa 
Kepaia Kantor Pelnyaiifiii Pajnk Bumi dan Bangunnn; 

MEMUTUSICAN : 

Mcnclapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIRF-KTUR JRNDER.\L 
PBMERINTAHAN UMUM, DAN DIREKTUR JENDEl^L OTONOMI 
DAFRAH TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, 

PBMINDAHBUKUAN, PBLIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL 
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). 

PaKiii 1 
Dalani Kepulusan Bersama iui yang dimaksud dcngan : 

a. Bank/Kantor Pos Operasional^PBB adalah Bank Pcmcrintah/K anion 
Fos yaug ditunjuk oldi Mcnteri Keaangaii untiik mencrinaa peiimpaiiaji 
hasil pcncrimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Pcrsepsi PBB dan 
mclakukan pembagian hasil peiicrimaaii PBB kc insian^i yang hcrliak; 

b. BaiiJv/Katitor Pos Persep;^i PBB ud:ilali Bank Pcmt;nnla[yBank Swa^ia 
Na^ionnl/Kantor Pos yang difunjitk oich Mcnteri Kcuangaii uutuk 
mencrima pemindahbukuan hasil pengrimaan PBB dan IP-PBB, TP- 
PBB Oii-lijie daa mdinipalikan hab-il p;:nL;nmaan PBB kt: Bank/Kanlor 
PosOpcrasional VPBB; 

c. BaJik/Kauto: Pos Per^epsi PBB Elcklrunik adaiah Bank P^mt;rinlali/Bank 
Swasia Nasional/Kantor Po5 yang diiunjnk olch Mcnteri Kcuangan untuk 
mencrima pcmindaJibukuaai hasil pcncrimaaii PBB dari TP-PBB 
Elektronik dan mclimpolikan liasil pcncriniaan PBB kc Bank/KaiUor Pos 
OperaiiionalVPBB; 

d. DHKP adalali Dallar Himpuuan Kelctapan dan Pumbayarau; 



■i-^MPMft (*i)aiEleiVUO-l dujCBDioJ rrvmvi-i&c 
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e. Dipenda adalali Dinaii Pt^udapaLaii DaeraJi daii/alau iiadan Pcngelola 
Kcnangan Dacmli (BPKD) atau unit kerja sejenis lainnya di Jingkuai^im 
Pemerintah Kabupatcn atau Kota. atau Dinas Pendapaian Dncrnh di 
iiut;kuijga:i Pcnicrinlah Piopiiisi DKI Jakarta yang bcrUigas mciiangani 
pcndapalaii daerah; 

f. Dl^ll adalali Daflar Pciicriniaan llariaii; 

g. DRPM adatali Daftar Rincian Pcmbayaiaii Mingi^uaiii 

h. KPiCN adalaJi Kaator Peibeiidaliaxaaii dan Kas Negara yang bertindak 
sebagai Kimsn Bendahara Umoin Negara (BUN); 

i. KPPBB adalali KanturPdayanaiiPBB; ' 

j. LBP adalali Laporan Bulaiiaii Pciicrimaan; 

k, LMP adalah Laporan Miiigguan Pcncrimaaii; 

1, LPPM adalali Laporaii PejiibaLalaii Pcncctakan Mtngguaii; 

m, NOP adalah Nomor Objck Pajak aiau noinor SPPT; 

n. Pembayaran PBB seklor Pedcsaan dan Pcrkotami accara clcklronik adalali 
pembayaran PBB sektor Pedcsaan dan Pcrkotaan yang dilakukan mclalui 
ATM {Anjuiigmi Tiinai Mnndm/Auioinatic Teller Machine) alau fasililas 
pcrbaiikan elektronik Jainnya; 

0. Petugas Pemui^gut adaliih p^^tugas yaug dltuiijuk oldi Pejabat yai^g 
benvenajig unluk mcmungut PBB sektor Pedes aan dan atau seklor 
Pcrkotaan dan mcnyciorkannya kc TP-PEB atau TP-PBB On-line; 

p. RLMP adalali Rckap Laporan Mingguan Penerimaaii; 

q. SKP adalah Surat Kctctapan PBB; 

r. SPPg adalali Sural Pcngantar Pcngiriman; 

s. SPPT adalali Sural Pembcnlalinun Pajak TeruJong; 

t. SSP adalaii Sural Sytoran Pajak; 

u, STPPBB adalali Surat Tagihan Pajak PBB; 

V. STTS adalah Surat Tanda Tcrima ScLoran; 

w. Tcnipai Pembayaran PBB yang sclanjutnya disebuL TP-PBB adalah Bank 
Pt:nit:rinlaJi/Bank SwLista Nasional/Kanlor Po.s yang ditunjnk olch Mcntcri 
Kcuangan untuk mcnerinia pembayaran PBB scktor Pcdesaan daji 
Pcrkotaan dan memindahbiikukan hasil pencnmaan PBB kc Bnnk/Kanror 
Pos Persepsi PBB sebagaimana tercantuui dalajii SPPr/bKP/IS'I PPBU; 

X. Tcmpat Pembayaran PBB Elekironik yang sctojulnya discbui TP-PBB 
Elektronik adalah Dank Pcmcrintali/Bajik Swasta Nasiooal yang ditunjuk 
oluh Mt^ntoi Kcuangan untuk mcncrima pembayaran PBB scktar 
Pcdesaan dan Pcikolaaa sccara cltikironik [Ian memindahbukukan luisil 
pcncrimnan PBB kc Bank/lCantor Pos Persepsi PBB Bkktronik; 

y. Tempat Pembayaran PBB On-line yang sclanjnmya disebm TP-]*BB On- 
line adalali Baiik Peine rintaii/Bank S\va;ita National yang dilunjuk oleh 
Mcntcri Keuangan unluk mcnerlma pembayaran PBB scklor Pedcsaan 
dan Perkotaan sccara on-line daii meinindahbukukan hasil penerimaan 
PBB kc Baiik/Kantor Pos Persepsi PBB; 

z. TTS adalah Tanda Terima Scloran. 
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P^iii 2 

Tata earn pembayanin, pemindnJibukuan dan pelimpahan hasil pciicrima^ii 
PDD sektor Pcdcsaan dan Pcrkotaan mclakii TP-PBB adalali scbn^jaimnnn 
dialur dalaiii Liiiiifjiraii 1 Kepulusaii Deisaina cnL 

Pas-al 3 

Tata cara penibayaraii, pejiiijidaJibukuaii dan pelimpalian hasil pencrimaaii 
PRB sektor Pedesnan dan Perkotaan melaliil TP-PRR On-T-inc adalali 
sebagaimana dialur dalam Lampiraji 11 Keputusau Bei&ama ml. 

Pasal 4 

Tata cara pembayaran, pemiiidahbiJtuaii daii peliiiipalian liasiJ peiierimaan 
PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan ihcIdIuj TP-PBB Elcktronik adalah 
hicbagaimana diatur dalam Lanipiran 111 Kcputiisan Bcrsama ini. 

Pasal 5 

Tata cara pcmbayaran daii pel imp all an hasil penerimaaii PBB sektor 
Perkebjnaii, PerbnLanan, dan Pcrtambant^an Won Migas adalah Jicbagainiana 
diatur daiam Lampiran IV KcpiUu^an Bcraama hii- 




Tala caia penibayaraii dan pelimpalian hasil penerimaan PRB Esektor 
Perlambangan Migas adaJah 5cbagaunana diatur dalain Laaiipiran V 
Kcputusan Bcisama iiii. 

Pasal 7 

Tata caia pembagian Imail pi^ncdmaan PBB adalah sebagaimana diaLur dalaiti 
Lampiraji VJ Keputtisan Bcrsama ini, 

Pasal 8 

Kt:tcnluan yang diperlukan dalam rongko pelaksanaan Kcpulusan Bcrsama ini 
diatur dengan Kcputusan Direktur JcuJi;ral An^garaii, Direklur Jcnderal 
Pajak, Direktur .Tcndcral Pcmcrintaban Ununii, dan Direktur Jcnderal 
Otonomi Dacrali baik secara bcisania-saina [uaupuji teeara bcndiri-iiendin. 

Pasal 9 

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai bcrlaku, 

L Sural Edaran Bei-sama Dtri^ktur Jendcral Anggaran, Direktur Jcnderal 
Pajak dan Direktur Jcnderal PUOD Nomor SG-143/AI987, Nonior SE- 
33/PJ,7/1987 dan Nomur 973/1277/PUOD tanggal 26 Maret 19S7 
Tenlang Tata Cara Pcnyetoran Pajak Dumi dan Bangunan Mclalui Bank 
Femerintah (Kecuali Bapindu dan BTO) daji Pcmhagian Hasil 
Pcneriniaannyn Sena Pcmbayaran Biaya PcmunguCan Kcpada Pctugas 
Pcmungut; 
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2. Suial Edyran B^^^rsasita DirekUir Jeiidcral Ajiggaran, DirckUii" Jcndcral 
Pajak chin Direkuir lendeml PUOD Nomor SE-1 i ]/A''5]/i2y3, Nomor 
Sn-64/?J.6/1993 dan Noitior 973M70SyPUOD Eiinggal 22 December 
1993 lenUng Tata Cara Pembayaran dan Pcinindflbbukuan Pencrimaan 
Pajak Burnt dan Rangunaii sebagaimana ielnSi diubah d^^Ligau Sural 
Edaran Bcrsama i:>ii-cktur Jtndnal An^.garan, Dirckiur Ji^nderal Pajak, 
dan Oirt^kLui J^jndcral PUOD Nomor SE-Oi^^'A/ObfUS'-JS. Nomor SE- 
29/PJ 6/1995 dan Nomcr 973/1 ^0^/TUOD tanggal 17 Mci 1995 teolaiiH 
Peiubahan Tata Cava Pembayaran dan Pemindahbukuan Pcncrimaan 
l*ajak Bumi d?.n Bangiman l^enambanj^an (Miga^); 

dinyatakan tJdak berlakii. 

Pas^l 10 

Dcngan bcrls^kimya Kcpsitusan Beraama ini, peiaturan pelaksanaan dan 
bsrttuk ConiHilii yaiig lelah ada di bidaiig penerimaan, pclimpahun, dan 
pembagian basil j^enerimaan PBB, teiap bcrlaku sepanjaui^ lid^k beiienlangan 

dent-an Kcpiiiusan Bersaina ini. 



Pasai i I 
Keputiisaa Ba-^ama ini niulai berlakii pad? Laiiggal diicTapkan. 

Agar i^cEi^-p oian;^ mcn^Hf-Uiliiiinya, i-neniDrii^iahkan pengi.nnn:iiaii Kcpulusaii 
fkir^n,!i.i Dir^khjj- Jf^TRLval A]i^!iiaraii, Direklur J^iidcial Fajak, Djrcklui' 

jLiifiicrai PciiiciiniahLiii LJiutnn. dan iln'cklur Jcndcral OlOiionii Daciai! in- 
dcngan per.cinpaianiiy.? did^im flcrita Nejiara Rt-piibJik [ii(li>n£:^ia 



DiieLapkan di . Jakaita 

pnda lan^gal : ]0 Mnrcl 20U3 




'^y '^t^^^Li ^i=^^' -J^ 
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Olonoiiii Daerali 
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i-fimpitm J 

Dirjcn A.ngg3ra;i, Diiit^n Pajiik, 

Dirjcn PcEiiL'n"titJih-;u Ijcijum. dEin Oirjcil 

Otonrjmi liacrjih 

Nomof : KEP''>'3/A/2a03 

Noraoi : KEP-47/PJ /^IJ{J] 

NwiKJr ; KF:? 973-0] 11 ANUN30O3 

Noiiicr : 975-U12 

Tanggal . lOMur^UlOOJ 

TATA CARA Pi^MHA VARAN, rEMmDAHBUKtJAN, DAN V£l IMPAHAN 
HASiL PE.^LKJMAAN P\m St^KTOli I'KDK.SAAN DAN PFRKOTAAN 

MELAHI TP^PBB 

I. WAJTRPAJAK 

I.J.. PdJnlKiyaran melalui TP-PBB, 

Wajib Pajak mcnibavitr PfiB Icjutang mulalui 7P-PBB. 



a. 



Pejijbayami dciignn cek al-iu giro biiycl baiu dianggap Siili apabila tdah 
dilakukaii kliring, 

c, Wajib Pajiik incncrima 'STT^ kn'.hin mink Waja> Pajak' dcbagai bi^kti pdursa^^ti 
pembayarao PBB ibri TP^PBG. 

d. tJalarn lul Wajjb Pajak naelnkuk-aEi penuiayarau indalui kiriman uang'transfer 
^^'aj]b Pajak nieaerijiut 'SrfS Icmbar imtuk Wajib Pajak^ siebagni hukn pcluna^mi 
pcmbayaran PBD discitai dtRgan SPPg dari TP-PDB, 

K2. Pcmbayiiraji melflkii Perugaj, Pejiiuiigiit. 

a. Dalam JiaJ it^mpat UngH^l Wajib Pajak jauli dan yuht samna dan prasarana ko IP- 
PHR, -IJ^-PDB On-line, dan TP-PRR r-lcklronik, Wajib l^ajak clapat niembnyar 
IBB tc::nitani? niclalui Pctugas J^t^niuii^iii dan .scJanjuUiya Pctugas Pciinuii^til 
nuniyotorkaii uaiig hayil peneriiiiaaii pembayaraii PBB ]^e TP-PBR, 

b, Wajib Pajak meneauia ITS iembar kc-1 dari Petupas Pemuiigut sebaf^ni tanda 
bt^kn sen:i:nijira pcncrimaan pciiibayaran PQB. 

-.\ Sttciali Pcliigas PemiingLit menyetorkaii uaii;^ t.asi] pi^iieriTiiMari [^cmbayaraii PBB 
kc TP-FBB. Wajib Pajak meiicriina *STTS Jeiiibai untuk Wajih f'lijak* scbagai 
b'jkEi pcUmasan peiubayaran PBB yaiig sah, 

2. PRTUGAS pemunc;i;t 

2.L Meiierima TIS dan CPH dari Dipenda/Kcpaf^ Desa/i_\irak deagan Benca Acara, 

2.2, M-iiierinia pombayarati PBB tcrulaiig dari Wajib Pajak dan nienyerabkao ITS kiiibar 
ke-) kepada Wajib Pajak senameticatai basil penerimaan PBBko daiamDPH daiani 
rangkap cmpal. 

2.3, M^^nyciorkaii uaivg hasji pcaerimaan pembayaran PDB dan Wajib Pajak ke TP-PBR 
d^^/i-a[i niengt^iinakan DPil daJam rauskap tmpal dilanipiri dt^noan TTS lembar kc-2, 
dcn^au k-^iciiUiau bebagai berikiit: 

a. untuk dacrah yang sulit saraiia dau prasaraiia kc TP-PDB, pcnyclovan dikikukaii 
>;ciambat-lambalnya fujuh hari sek^li; 

b. uniLik dacrah yaiig mudah &araiia dan prasarana kc TP-PBB tctapi betdasarkaii 
pt-rtimhangan perlu ditunjiJc P^jtugay Pemimgut, pembayaran dilakukan setiap 
hark 

2A. Mer.eiitna \STTS It^mbar uniuk Waiib Pajak^ seita DPH dan TTS lembar kc^2 -ana 
iclah dircg]sira.si oleh TP-PBB. 
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2.5. Mcnyainpaikan ^STTS leinbar unluk Wajib Pajak' kepada Wajib Pajjik sebagai bukti 
ptilunusa]! yeiiibayaiaii PUJ3 yang sah i^L-lambnt-lnmbatnyn tujuh hati sejak penyetoran 
s-^bagaimPTia rlimaks^id bullr 23 ch amp. 

2.6. MenymnpEiikim DPll yaiig teiab UiiegASliaai oleh TP-PDG, masisig-TnaMng sebu^jai 
berikut : 

a. ler_ibar kc-i kepada Kcpala Dcsa/LiiT-jih ber:;LLniaL^n deiigan penyanipaiiiii liiponm 

SLba^:aim;ina dimaksud h\ihr 2.7.^^; 

b. Icmbar kc-? kti Dipt;iida; 

c. IcmbiLf kt>3 kepada Camai; 

d. Icmbar kc'4 ^cba^ai perunggal. 

1.7. Mcmbuai laporaii kt^iiada Kcpala Ucsa/Luiab niinlmat Uijuh haii sckali, iiieiigcnai; 

'a. iumlcih pciicrini^an p:^mbayar.-^n PBB dari Wajib Pajak dm .^etoian tiiing hnsil 
pcntriniaan pembuyaraii PIM3 daii Wajib Pajak kc [T-PBR dilampiri deiigari 
DIM I kiiibui kv:-l d:ui "ITS lumbar kc-2 yanc rnp.'sing-niasjrij: li^Iah diregislmyi 
okhTP-PV^n-. 

b. penggunaaii ITS sewakm meng-tjukaii permintaaii TVS baru discrtai penyerahan 
bon^gol 'ITS iania. 

3, KLl'ALA DESA/LUIb\H 

3 J, MciicrimalaporandariPcLu^asPcEiiuiigyt meugcnai : 

a. hasil peiiui-imaan dan penydoiaa pcmbayaran PRB ke TP-PBB dilampiri dengan 
DPH kiuba] ke-1 dm fTS Scnibar ke-2 yaiig ma^iiis-Jinsing Iclah dircgtstras;! 
okbTP-PBO; 

b, peiigg'JUE'.ap. TTS. 

3,2, MciTibuai: din rnenyanipaikuii LMP PBB .iehiibiint^an deiigan bulir 3,1, di atas 
kepada Camat dau iiit;nyajnpaikan Icinbusannya ke Dipenda. 

4, CAM AT 

4.\. Meneriiiiii DPH Ecmbar kc-3 y^w. t^-l^^ diregi^lra.si olch TP-PBB dari Hetugas 
PcinungJt, 

4.2. .VkT.cjiina LMP PBB dari Ki-pa^i Desa/Lurah. 

4.3. McEiCfiina sembasaii LMP PBB dari TP-PBB. 

4A M^mh'.vdi dan riii^ityampaikan LHP PBB ^clndrangar. d^]igaa buiir 4.2. dan 4.3. ke 
D:|'t:iuk. 
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DIPFNDA 

5.1. Mc[icni'--iadokumeiipembayaran/laporanpenerimaaii?BB dari: 

a. Pemgas Pemungiit, benipa DPH icmbar kc-2 yang (dab diregislnisi okh TP-PBB; 

b Kqiala De.sai^Luvah. bempa tembusan LMP PBB; 

c, Caii:^!, bauxiLBPPBB; . 

d. IT-PBD, benipa 'STTS [embar unl-iik Dipcnda' yan^ PBB nya kiab dibayar okh 

WEijib Pajak; 
L- BLtiik/KitnloT IVi^ Pcis[:p.si PBB, bt:rupa: 

1) Noia Kt-;:dit/BLTJlt« 'lainbah scbubungai. dengart pcmmdahbukMan hasil 
peiierimaan PBB dan IP PBB; 

2) RKMPPBB; ^ , . ., 

3) Ngla Dcbei/B'^riLa Kiiran£ schubungan dengan pcJunpahan hasil ptiiienmaan 

l^BD keBaiik/'KantorPob Opeiasicnal VPBB; 

4) Rckcuing Koran mingguan dan Rekcning Koran ^ampai deiigan akhir bulan; 

f. Bank''Kaiuor Po^ Operasional V PBB, berupa: 
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1) Nota Krt;clLL''BurLta Tambiih Gtjhubungfiii ;laigan pelimpahaw hasil pcncrimaan 
PBB dan Bank'^aiitor Fos Persepsi PBB; 

2) Noiii Ocbcr/Bcrita Kurang sehubxmgan dengaii pembagiau Jiasil peiieriiiiaaii 
PBB kt:; rekening insiiiTi^i y;i?ig bcrhak; 

3) Rekening Koran minj^guan dim Reksning Koran f^ampai dengan akhir biilan, 

VIemh;?at dan men^^inpaikan LBP FBB sehubungisji dcngaii butir 5A, di aiay kepada 
Bupuii/Walikoia atau Guhenuir DKl Jiikana kliiisiis untuk wiiayah OKI Jakarta dan 
mt-nyaiiip,iik;jn lejiibu^ajinva kc is'.PPBB, 

5.3 Mi^ncrima lapcran pembukaaii Rtkeniiig Kas NegaEa q.q, PBB Llan Byjik/KariLur Pus 
Pemep^i PBB dan Operational V PBB. 

5-4 Mencocokkan jmyilali uang ha!^il pcncrimaan PBB yang lelah dilimpalikan ke 
Bauk^'Kanior Pu:^ Opcrasiona! V PBB mmggu iiii pada R.I.MP PBH dan Rekenint^ 
ICoran niinggnan dari Baiik/Kaator Pos Fersepsi PBB sebagaimaiH diiiiaksud bulir 

5.i.e.2) dsn 5.1.e.4) dengan jumlah uang pada N'ota Kredit/'B^rita Tambah 
sdmbLMi:t;aii dengan pelinipahan hasi! penerirnaan PBB dari Bank/'Kantor Pns 
OperasJotiai V PHB sebagaimana diiiiaksud buLir J.LIU), 

6. TP-PBB 

6.1, M:;iien]iia STTS dan DHKP PBB Li;in Rank/Kantor Pos Perscpsi PBB dengan Berita 
Atara- 

6.2. Meaierima pembayarai] PBB terutaiig dari Wajib Pajak. 

(i.:^ Vlcnycrahkai^ 'STTS Icmbar iintuk Wajib PaJak' yang PBH-nvi^ teiah dibayai' oleh 
Wajib Pajak kcpadn Wajib Pajak. Dalam kal Wajib Pajak mt;lakiikan pembayarim 

melalui kiriinan iiang/traiif^fcr, IP-PBU berkcwajiban iiieiigiiimkaQ 'S'lTS lembar 
Linmk Wajib Pajak' dengan SPPp^ kcpada Wajib Pajak yang bcrsangkutan. 

6.4- Mcr.crinia seEoiiin uang hasil penerirnaan pcinbayaiaii PBB dari Petugas Peniungut 
ysns^ dilampin dengan DI^IJ daiarn laiigkap cnnpat dan TTS lembar kc-2 . 

(tr5. McEUgiKintsi DPIJ ihUi TTS iLiinbai \iiz-2 sebagaiinana butir GA. yaiig diKef<itikaii cleh 
Pctugas Pcfiiiingut. 

6.6. Menycrtilikan \STTS )embai imhjk Wajib Pajak' seila DPH dan 'ITS leinbai kc-2 

yang teiah dircgislrasi kepada Pc'ruj^as Pcniiingut. 

6.7. Mcnyyinijaikan 'STTS lembar luKuk KPPBB' dan ^STTS Icinbar unLuk Dipeiida' 
yang PBD-nya tL^lah dibayar o'eh Wajib Pajak masTJig-nia&ing ke: 

n. KPPBR; 
b. Uipenda- 

6.R. Membiiknknn si^mua pcmbayaran/penyetomn PBB pada bari kerja yang 

bensangkutan. 

6.9. ivlemiiidahbukukan saldo penerimaan PBB ke BankTCantor Pos Pcrscpsi PBB pada 
hari Jtimar ataii liari kcrja bcrikmnya apabfia hari Jnmat libnr, 

6 10-Mcnyu3an LMP PDD yang dirinci per Dcsa/Kcluraban, Pcdcsnan/Perkiitaan dan 
incjiglrimkaiinya ke Bank^Kanlor Pos Pci^ep^i PBB t;<:lainbal-ktinbatnya baii ^abtu 
atau bari k(:rja berikutnya apabila hari Sabtu libur dan menyampaikan tcmbnsamiya 

kepada Camat dan KPPHR. 

7. BANK/KANTU14 POS PERSEPSl PBB 

7.1. iVK;[JLMU!ia Sl'iS dan DIIKP PUB dan iCPPBB dan mendiiitnbLisikannya ke rnasing- 
masingTP-PDB dengan Bcrita Acara, 

7.2. Mcmhitka reki:ning Kn^ Negara q.q. PBB tiecaru utLnnali.s drin inelaporkannya k^ 
KPK.X, KPPBD, daa Dipcnda, 
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7-3. Menenm:! pemindahbiikuaii saldo penerimAau POD dari TP-PBB sctiap hari Jumat 
atau liari kerja beiikurnya npiihila hari Jumat libur. 

7.4. Menibiskiiksn seliap penundahljukuan saldu pyiicriTnaan PBB dari TP-PBB pada Jmri 
kerja bersatigkamn. 

7.5. Meiienma LMP PBB yang dirind per De<ia/Keluralian, Pedcsaarip'Perkotaan dan TP- 
J'DB selambat-iambatnya hau Sabta atau iiaii kerja berikuinya apabila hari Sabcu 
libur. 

7.6. Meinbuat NoLa Krt'diL'Byrila Tumbah schubungan dengnu peinindahbukiian ^aldci 
pcncriniaan PBB dari JP-PBB sebagaimana dimaksiid pada butii 7,3. dan 
nienginmkaTinya sc]ambEJt-]ainb£itnya hari Sabtu atau hari kerja berik-utnya apabila 
liari Sablulibuike: 

a. KPKN; 

b, KPPBB: 
[;- Dipenda, 

7.7. MclimpalikaQ snldo peiiC[itnaaii I^liB t^eliubun^aii deni-aji biilir 7,3. di atab kt: 

Rc^kcning Kas Negava q.q. PBB pada Bank^iCantor Po^i Operasional V PBB seiiap 
hari Jiimot atau hari kerja berikutnya apahih hnri Tumat libur pada mingE^u 
berikulnya, 

Mumai (kt-edU/dt'b^i) Rckening Kas Neg^ra q.q. PBB pada Banh/Kamoy Pos Pi^rscpsi FBB PBB agar 
dibutatkan daictm rupiah. sssucJi dcnsan Kepmui^ari Mcmuri Kcitengan NorfWr 67/KMK.0UI990 
tungf^iil iSjamiari J9P0 

7.S. Mcnibijat Nota Dcbct/Bcrita Kiiiang schubiingar. dcngaii pelimpahan saldo 
peneiimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Baiil:/Kancor Pos 
Op'^rasiL'ira! V PBB sebagaintaiia diiiiL^ksud pada butir 7.7, di atas, 

7.9. Monyiisvin RLMP PBB dan Rckeniiig Koran mingguan dan mengiviinkannya disertai 
denf^fm Nora Dcbcr/Br.-rita ICimtng schitbuiigan dcngan pcTi'tnpuhan saldo pcneriinaan 
PBB ke Rekening Kas Negara cj.q. PBB pada Bunk^Kanior Posi Operational V PBi3 
^iclaiubat-lambytnya ban Sab]:u uta;3 Jim-i kerja berikutiiya apabila ban SabUi libisr kt: 

a. KPKN; 

b. KI^PBB; 

c. Dipenda. 

7.10, Mciiyusmi Rekening Koran sampai dengan akliir bidan dan mcngirimkannya 
f^elainbat-lambainya saLii hari kerja seielah bari kerja akhir bulan ke: 

a, ICPKK: 

b. KPPDB; 
c Dipenda. 

8. iiANK/KAM UK POS UPLHASlOrSAL V PDU. 

;^.i. Mombiika Rekening Kas Kcgara q.q. PBB serara nmniatis dan melapcirkaiinya ke 
KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 

g,2. F^lcnerima pclmipaban ^aldo pcaerimaan PBB dari BankyKantor Po-s Perfiepai PBB 
?]eti[}p liari Jinnat aiaii hari kerja berikutnya apabita hari Jumat iibur. 

8.3, Membukuicaii seuap pcbmpahan penerimaan PBB dari Bank/KanTor Pos Pcrscpsi 
PBB ke da]a:n rekening Kas Negara q.q. PBB pada ban kc^rja berfiangkiitan. 

5.4, Membuat Noia Kredit/BeriUi Tanibah sdiubiingan deugan pelimpahan saldo 
penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Perscpsi PBB f^cbagainmna diniaksud pada 
bnnr 8.2. scrta Rckt^nin^ R(^raT\ mingguan dan mcj^giriir.kannya liek^iubal-lanibatnya 
pada hari SabLu atau hari keija bc;ikiitnya apabila hari Sabtii libur ke: 

a. KPKN; 

b. KPPBB; 
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c. Dipcnda. 

Pada N'.im Kredir/Berim Tambah pelimpahaTi penerimflan PBB dari Bank-'Rantor Po3 
Pcisepsj PBB dibeii uryiaii kcLyra^igan 'Tdimpalian perit^ruiian PBB . , , , dan 
Bank/Kail tot- Pes Pcriicpsi PBB scbanyak STTS'\ 

^.5. Meinbiigi saldo penerfmaan PRB seliubiingan dengan bmir 8.2, ke rekening mstansl 
yafig bciliak seLiap liari Jumal atau hari keija berikutnya apabUa hari Jumat libur pada 
minggu beiikutnya, 

8.6. Mcinbuat Nora Hebct/Bcrita Kurang sehubiingan dengan pembngian h^^W penenmaan 
PBB kc n^ki^ning in^^taiij^i yaiig burbak .serta Rckeiiiii^ Koran mingguan dan 
meiigirjmkanrtya selanibat-lambalnya pada iiari Sabtu atau hari kerja berikutnya 
apabila hari Sabtii libnr kc: 

a, KPK.N, 

b, KPPBB; 

c, Dipenda, 

8.7. Menyiisun RekeniEig Koran sampai dengan akhir bulan daii mengirirakannya 

sdambai-lambatnya saLu Kari kcrja iictdah liari kcrja akhir bulan kc: 

a- KPKN; 

b. KPPBB; --■..^-Ji-.<. - '- - 






9.1, Menyciabkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Pcrscpsi PBB dengan 
Derita Acara, 

9.2. Menerinia dokumen pembayarar/laporan penenmaan PBB dan: 

a. TP-PBB, bsrupa tenibusati LMP PBB vaiig dinnci pei Desa^lCeTurahan, 
Pcdesaan/Pcikgtaan dan ^S'ilS lembar uiitvik KPPBB= yang PBB-nya relah 
dibayar oleb Wajib Pajak. 

b. Bank/Kanior Pos Persepsi PBB, borupa: 

1) Nota Kredit/Behta Tambah sehubungan dcnga:i pcmindahbukuan basil 
pcnerirnaan PBB dari TP-I>RB; 

2) RLMPPBB; 

3) Nota Debet/Bcnta Kurang sehubungan dcngan pctimpnbnn hasil penenmaan 
PBB kc Bank/Kanior Pci^ Operational V PBB; 

4) Rekening Koran mlTigguau dan Rekennig koian sampai dcngan akhir bulan. 

c. Uaiik'Kanlci Pos Operasionat V PBB, berupa: 

1) Nata Krtrdit'Bcrita Tambfih sehnbungan deugaji pelimpaban Lasil penenmaan 
PBB dari Bankl^ntor P«;; Persepsj PBB; 

2) Nota Debet/Berita Kuran^j sebubungan dcngan pembagkn hadl penerimaan 
PBB kc rckcniiig instansi yang berhak; 

3) Rokening Koran niinggisan dan Rekcning Koran sampai dengan akliir bulan, 

d. Ki^KN, betupa LMP PBB beserta pembagian basil pcTiGrimaan danpengembalian 
PBB (DA-OS, 03) seEiap hari Sclasn atau hari kerja berikulnya apabila ban Selasa 
libur. 

e. Dipenda, berjpatenibusan LBP PBB. 

9J Membuat daflar pengawasan pcnerimaan dokumen sehubungan dengan butir 9.2. 
scbagaimana mesdnya. 

y.4. Meiiehma laporan pcmbiikaan Rckening Kar^ Negara q.q, PBB dari Bank/Kantoi" Pos 
Pcrsepsi PBB dan Operational V PBB. 

9.5. Melakukaii pcnebtian dokumen pcmbayaran PBB dengan eara sebygai bcrikul: 
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a Mencocokkan jumli^h peneriitiaan ilaii jimslah ti'an^aksi penerimaaii PBB miviggu 
im pada RT.MP PBB deiigaii Rikening Koran mingguati dan Bank-Kaiilur Po. 

b ES'okkaii jurnbh p^neriiriaar PSB yaftgtelah dilimpahkan ke Bank«_anior 

■ Po. Oper.sional V I'BB nunggu mi pda RLMP Pi3B dan Rckening Korm 

nii„g£i.uii dan Bank/Kantor Pos Pers(;ps. PBB dengan jumlali uang P^da /.oia 

Kjedit'Bcrita Tanibah schiibunyan dengan pClimpahan ha.^i! iicacnmarn 1 Hli dan 

BanbKank-irPcKO!)oiasional V PBB. 

10. KPKN 

10.1. Bendaharawan IJ.mim Pmegang Rckming Kas Negara A {Scksi Bank Tunggal) 
nienerima dokLimen penerimaaii PBB dan; 
a, Bitut'Kaiitor Pos Pcrsepst PBB, berupa: ' 

I) Nota KrediuBcj-k. TambaLi ^etmbiinsari dengan p^nnndahbukuan basil 
p^neiimaan PBB dart TP-PBB; 

3) Nou ElSBenta K^raiig sehubungan dengaii pdimpahan hasil peierimaan 
PBBkeBar.k/KantorPosOperasionalVPBB; , v.^ v, , „ 

4) Hckenmg Koran mmgguan daii Kekemiig Koran sainpa. dengau akhir bulaii. 

b, Baiik/Kantor Pos Operasiuaa! V PDB fecnipa: 
Nola Kvedir'Berita Tainbah sehubungan di-iigan pelimpahan hafii! penerimaan 
PEBdariBaiik/Kar-torPosPersspsiPBB; ■, ,,.„,.,-;,n,,n 

2} Nuia Dcbei/Berit^ Kurang .diubungan dmgan pembagian ha^il peneninaao 
PBB kc rekcniiig insLausi yang bcrhak; 
Rckcning K..ran nnngguan dan R.k.mng Koran sampa. d.«gan akhir hnlan. 

MembxiaL d.f:ar pengavva.an p.ncnn.aan doknmen, s.l.ubnngan dmgan butir 10,1 
KKbagaimaoa mcsiinya. 
10.3. M.neruna lapora,! panbuk.an Rek.ning Ka. Kegara q.q. PBB dan Bank.^a.toT 
Pos Persephi PBB dan Opcrssional V PBB, 

Melakukan penditian dokum.n penerimaan PBB dengan cara .cbagai benkut: 
a Vlencocokkan iunilah penc.imaan dan jmnlah tran.ak.i penenmaaii PBB 
iin^gn ini pada Rl.£p PBB dengan Rekening Koran mmgguan dan 

rningguan dari DankAC.moc Pos Per.cp.i PBB dengan -umlah ^aog pada No 
K^S'Srita Tambah ..bub.ngan deng.n pelu.pahan liasU p.nernnaan PBB 
padrt Bank/Kantor Pos Opcrasiorial V PBB. 
H) . M.r.buk.kan d.k.n.n pencnrnaan PBB yang dil.knkan old. Sek^Bank Turjg^ 

berupa Nota-Ki.it/Benta Tambali dari Bank/KanCor Pos Opms.onal \ PBB kc 

dab in: 

(UKPP) OHO MA? 0141 s.d. 0146; 
c Buku Dank Timgg^il/ Buku Pos Umiim (DA.05.Oi). 

TdA Or03) a^^^ ^^ ^^'^^^ '-'^'^ bersan,kutan .ct.p ban Solas. 

^UU han kerja berikutnya apabila ban Selasa libur. 
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Umpiran II 

Kepunisan Bersama 

Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, 

Dirj^n Penieiiniahiin Uniimi. dan Dirjai 

Otuiionii Diit:rali 

Nomor : K}iP^5A/Ai200Z 

Nomnr : K.tP-973-Oi] TAHUN 2O03 

Tanggal : lOMarct20m 



TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHIUFKIIAN, DAN PELIMPAHAN liASIL 
PEXKRIMAAN PDB SEKIUK PEDESA.^N DAN PKIiKOTAAN MELALUI 

TP-^ FBBOiV-LLNE 



1. 'AAJiBPAJAK 

1.1. Penibayaraii ineLalui TP-PBB On-line 

Scsiiai t^ta cara sebagaiinana Lampiran I Kepiiluban Bersama ini dengan pcnyesnaian 
TP-PBB iJianikai^ scbagai TP-PDB On-line, 

1.2, P^rnbjyaran melalui PeiugfisPcmiingut 

Scsua^ una ctjra scbagriimana [,EirrTpirau I Kcpntiisaii Bcrsama ini ticrigan penycsuaiflii 
TP'PBD diarlikai] sebagai TP-PBB On-line. 

2. PEPUOASPEiMUNGUT 

Sesuai \-d\<K caia scbagaimami Lajiipiraii I Ktipiitusan Ber.samn ini dengar penycsiiaiat; 
TP-PRR riianikan sebagai Tt'^PDB On-bnc. 

3. IvEPALADE^A/LURAH 

Sesnni taia caia yeb^.gaimana Lan^piran I Kepulusaii Bcrsania ini Ocnf^-^ti ptnye^uaian 
TP-PBB diartikan ^ehagai TP^PBR On-line. 

4. CAMAT 

SL^snai ia:a cnra ^ebagaimana Lampbaj] \ Kf^pnt'jsari Reiv^anwi ini dengan jienyesuaian 
TP^PBH diartikan aebagai TP-PBB On-line. 

5. DJPEM>A 

Sesurii raia ctira scbagaimana Lanipiran I Kcpuin^an Bersania ini dengan ptjnyeyuaiaii 
TP-PBB diartikiiii ,iebagai TP-PBB On-line. 

6. I'P-PBii Gn-I.ine 

Sesuai tata caia stbag^iiiiana L.anipiL'an I Keputusan Bcrsama ini dcngan tambahan dan 

penyesuaian scbag^ii bcrilciit: 

6,L ■[ idak nnjinjjiiuaSTTSdan UEIKI' PBBdari Bank/Kantor Pos Pcrscpsi PBB, 

6.2 Mcnceiak 'STTS Icmbar unttik Rank'/SITS lembar untuk Wajib Pajak\ 'STTS 
lembar unluk KPPBB\ dan "STTS lembar untuk Dipeada^ pada saat Wajib Pajak 
mcmbayar PBB Lerutang. 

6,3. MtriLib-^talkan STTS yan[3 iclah diceiak jika Wajib Pajak memhatalkan pembayaran 
PBB iciiKaiig padEi saai pcnibayamn lersebut; 
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6.4. MembuEil dan juengifimkatui LPPM dilampiri dengnn STTS yang telah dibatalkan 
kc KPFBB iieii.np had Jmnal atau hnii keija bunkLitnya apabiki Imri Jiimal libur. 

7, BANK/KA.NfOR VOS PL:RSEPSI TBU 

Sc&Liai uiui uuni scbiigaimana Lampiran I Kepulusaii Bcrsama iiii dcr\g^i\^ ponycsuaian 
sebagui bcrikut: 

7.1. TP-PBB dianiltiin sebagai TP-PBB Ori-iinc. 

7.2. Tid.^k rnuiinima STTS dan DflKl^ POD d:iri KPPB13 dan lidak iii^tidi^Inbusikaniiya 
kc masiug-rnasimi TP-PBB On-Hiie. 

7.3. r,1ciimpidikan saldo pcnciiiuaim PBB kc Rekunini; Kas Ncgara q.q, PRB p;:[da 
baiiVKLinUjr l»os Opciasional V PBB iiiilak 'scUap wilayah Kota' Kahu3>aicn sctiap 
bari JuoiaL alau hari k^rja bcrikuiriya apabila liai-j Juuial libur pada minggu 
bcrikulnya. 

8- BANKKAMOR POS OPERASTONAL V PBB 

Sestipj lata caia j^ebagaiumiiri LaiiipiriiLi I Kepumsan BersEJtna ini. 

9. KPFBU 

Scsaai lata cara sebagaiiiiana Lanipiran f Kepinusaii Bcrsama mi dcngan tambabaii daii 
peiiyePiiaian scbagai bcrikut; 

9.1 TP'PBB diarlikanscbagai TP-PBB On-line. 

9.2. Meticnnia LPPM dilampiri dcngan STTS yang telah dibatalkaii daii TP-PBB On- 
line seliap hari Juiriat alau had kctja berikiitnya apabiJa hari Juniat libur. 

10. KPKN 

SesLiai lata cara sebafe-.f,^^^ Lampiran I Kepumsan Bersama ini dcngan penycsviaian 
TP-PBB diarlikan scbagai Tl--. -.^h Oii-IJne.. 



Lamp Iran II! 

Dirjcn Anggaran, Dirjcn Pajak, 

Dirje?] PemeriEiahnn UniLim, dan Dirjcn 

Otojiomi Daerah 

N;>i3n.i : KEP-54/A/200:i 

No:uoi ; ICEP-47/PJ./2O03 

Nonioi : KKP-973-Oi] TAHUN2003 

Nomor . 973-012 

Tanggal: I0Mare[20fl3 



TATA CAHA J'LMBA VARAN, rEMINDAHBUKlIAN, DAN PELIMPAHAN HASIL 

PRNKRIiVfAA.N PBU SI;:KiUK Pf^OIJSAAN DAN J'ERKOTAAN 

MELALUl TP.PBB ELCKTRONIK 



1. VVAJIB PAJAK 

LI. PcmbayEir^inm^^lalui Anjuiigiin Tunai Mandiri (AT\4) sehagai tP-PT^B RSektroTiik : 

Ti. Wajib Pajak ya:\g tela!] uiemiliki karlu ATM barik penyedia fasilitas 
pcmbayaran elektroiiik membayai' PBB tcrutang melalui ATM bank dilimjuk; 

b. Wajih Ps^jnk mcncrimii n-si/stnik daii ATM yang dimaksud scbagal bukti 
pcluiia^^ii pL^mbayaraii PBD scbagai 'pengganii STT.S; 

c. ApabJIa rcsi/struk sebagaiiMaiia dimaksud paJa buUr JT.b. di alas hilang. Wajib 
Pajak dapa^ nicniinta siUinan STTS kc KPPBB yang bei s'.mgkulaii, 

L2, Peinbayanin melnliii Internet Bonkmg scbagai TP-PBB Ek^ktronik ; 

a, Wajib Pajak >any telali m^jmiliki iiuniur idunlita^ urtuk mengaksud InientGi 
Banking bank pcnyedia fa^ilitas pcmbayaian ekktronik iiicnibayar PBS 
temtang melalui Internet Banking bank yang ditiinjuk; 

b, Wajib Pajak iRtn;.*etLik prin{ out Interna Banking dari fasiHtas Internet Bunking 
scbagai buktjpclutiasan pcriibayaran PBB sebagai peiiggaiili I^TfS; 

c ApabilE\ prim oui fnfcrnet Banking yebagaiitiaiia dimakyud pada butk k7.,b. di 
ali's inlang, Wajih Pajak di^pas mcmifiia :5a1inan nS^Tfi ?iebngai biiktj peluna?;an 
psmbEiyarari PBiJ di KPPBB ycuig bsrsangkulaii. 

I 3 Pt^ri-.bayatan melalui Teiler sebagai TP-PDB Ekktvonik .■ 

a V/ajib Pfijak mcnibayar PBB lertimng melalui TeUe.r bank pcnycdia fnsilfms 
pembayaran eloklronik yaii^ dilimjuk; 

b. Wajjb Pajak mciicrima *bukti pcmbayaran^ dari bank pcnycdia fasilitas 
pcmbayaran elektronik scbagai pcn^gasitl SITS; 

c. Apahila biikti pembayaraii sebagaimana dimakfiiid pada biilir 13. b. di atas 
hiiang, Wajib Pajak dapiil mL^mic^a salinaii STTS bcbagai bukli pcliinasan 
p^mbayaiaii PUB di KPPtJB yaag ber^apgkutan. 

2. J P-PllB LI 1 i\.i JiU^JK 

2A. Mifn^ilma dafisir nama Bank 'Kan tor Por. Pcrsepsi PBB Elcktronik berikuL iiomar 
F<L:kuriiiig Kab N^jgara ^.^. PBt5 oan Kanior Pusal Uitjen Pajak a-p. jjiiektorat PBD 
dan UPHTB seluibungan di-ngan pcmindalibuknan Iiasil pcncriniaan PBB nmlaliii 
TP-PBB Elclan;nik dimaksuJ, 

2.2. Mciitirima pcmbayaian PBB dari Wajib Pajak. 

2.3. Vlciigtliiarkan resi/sUuk ATM. prim out Imernei Banking, alau 'bukti pembayai'iir.' 
kepada Wajib Pajak. 



I'Ob-mn I 'L')mp ;qi i»i ail-'l '.' ia4l 'iBLerr^iP 1 1 1 Ui < ni^WW' 



1/3 Lamp. Ill 



\^ Bci&^^HskUn KP-PHP-PBB scbat^iiiniitna dimak^ud p^cVd butk i 6., Kcpain KVPP.B 
y^\ mcncrbilkan: 

a, Sural Perinlah Membuyar Pemba^isn l-htiii Pentrnmaan PbJU (SPM-PHP-PBB) 

uiituk intising-iiiasing Propinsj cian Kabupalen/Kota yang herhak.; 

b. Sural Pcriniah Mcmbayjir Biaya Pcmimgumn PBH (SPM-BP PBB) bagian 
K:ibupa[cfi/KoI;i yung bcrtiak, 

1-^, LJi^liik kcpeduar. pcnLrbilrin KP I'l JP-JBB, Sl^M-J^HP-PBR, <lnn SPM-BP-PGB. 
/ Kopaia KPPBB menynmpaikan npt'ciineiU Uiutia lungaii lIlIu bL;:inp^l y<in-^ dieaiiakan 
kepada Bauk/'Kanloi Fas OpeK-isioua! V PBB dan Ki='KN yang bcrsaiigkiitan. 

W^ Mcrjyampaikan KP-PilP-PDB yaug icrdiri d?in: 

'''^ a- Lembarke-1 keKPKN; 

b. Lciiibai ke-2 t;ebagai pertiaggai; 

c. Lciiihar k;>3 k-c fiank/KariTor V-o-s Opcr^^iowil V PBH; 

d, Leiiibar ke-4 kcptida Gubeinu? ii-p, Kcpalu Dipaida Piopin^j; 

e, Lcaibar ke-5 kepada Bupati/V'^'alikuta up, Kq^aJa Dip^riida Kabupatcn/ Kota; 

f, Lonibar ke-6 kepada Direktur Jcndcral Pajak iLp. Kcpala Kanwil DJP; 

g. r.emhaT ke-7 kt^p^uia Bank Opem^ioeinl H. 

UrO. McnyaisipLiik^ir, SPM-PMP-PBB >aii,u l<;rdiu dari; 

■1, i..ciiibar ke-l d.ui iL-nbar kc-S kc KPKN (k-nihai' kL-fj ui!Uik dtici'Ur-^kan kc KanLor 
Vc'viiikasi Pelaksanaarj Ang^afan (KASIPA)); 

b. LoiVibar ^i'-2 &i:;bagai p^^riini^g.i!,. 

c. Lcmbar kc'3 kc Uankj1<.<ir.tor Pof; Opf^rasioaal V PBB; 

^l Lfinb;ir kcA kepada G\ibcr-niir i\p Kepaia DipL^inda Propir.si 

e. Lcmbarkc^-6 kepad:. Biipali/WalikoiLi u.p. Ktpala Diptatda Kabupat^ni' i^ota; 

f. i,i;mbar ke-7 kii:p;ida Diiektur Jendk'rral Pajak ii.p. Kepa)a KarA^il V>}?. 

l.^r Mciiyainpaikan SPM-BP-PBB y^ng tcrdiri d>iri: 

^ ' a. Le]nbatke'l,li;mbarke'2,dan li;:nb;i[ k;;-.! k^ HaiikOptiasfonai };n (Icmbarkt- 
[ dikc^mbalikan ke KPKN, dan Ic-nbar kc-2 dik&nibaiikan k.: KPPBFi); 

b. U-iiV;iarkc-4kcKPKK; 

^. Lombar kt^-5 scbagai p^^uiri^gai; 

d, Lembar k^-fi ke BarLk/Kantc^r Pos Opcraiioiin! V PBB; 

c. Lembar kc-7 krpada Gnbrrrnur u. n KdpaEa Dipsnda I'ropjj-.si 

f. Lembar ke"8.^k<^pada EupatiAValikota ii.p. ICepala Uipcnda Kabicpatca^'Kola; 

g. Lcmbai kc-9 kepada Dirckl-ir Jendcrd Pajak ii.]>. Kcpa'*i Ka^iwil DJP 

l^^, Mebiporkjin ke KPKN E^dcutyn p.^laTi^garaa ya.nii dilakakaii [j;ch BajiK/K alitor Pos 
^'^ Opera,sii:>i;al V PBB atthubLinj^aM d^n^aa kew^ijibaii PeiTibayiaii dan Pcmbcbanan 
lekenin^, K.as Ncgara qq, ViMi st^bagaimana diinaksyd pada biitii 7 A. 

2. BANK/KAN'!OR POS OPi-RASKlNAL V Pi3B 

2,L Monerima pemberilahuyn dan Oubemur, naiiia bank dati iiomcr rckcuiai.; Kas Dacrah 

Propiiisi •/ 

2.2. Mt-^ntuinia pdiTib<;riiahuaii dari B^jpudAValikoU, nam^ bank dan r.omoi rekcriing Kas 
DatTah Kabupateii/Kcta. ^ 

2.3. SL'tiap liarJ Juiual alau lu-ri k^^rja b<riik.Likiya jika liaii Juiaat iibur, B^^^k/Kanloi Pos 
Opcrasion?,! V ?UB mcncrijna poiimp^hnii pmenniaan PBB da:i Baiik/KaiiTor ?o-^ 
Vcv<icp<\ PBR. 

2A, Pada iiiinjiiyu bcrikutnya, j>uliap bars jLLiual atau liari kega bcukulnya jika bari Jumat 
libur, Hanl^KaiUoj Pos Opeiasiojiai V melakukan psmbagian ha^i] pciicrimaan PBB 

dengan membsbani rekening Kas Negaia i\.q. PBB dciigan i iiician scbagai berikiit: 
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2.3, Mclakukaii koniiiiiikasi iUlvt tScii^iin Kanlor Tiisiil [JJlJLii Pajak up. DlrL.kcoml T'BIJ 
cian BPHl'B iiiitiik seriap transflksii pemhayai eui PRTi, deiigan: 

a. Memiiita dala PBB leruUmg yaiig akan dibciyLir Wajib Pajak dan mfoniiasi 

terkait lainnya melalui NOP; 
b Menci'ima daia PBB temtari^ dan mfomiasi tcrkL^tt lainnyd; 
t". Men^irimknn dala konJIrma.^i pcmbayamn. 

2.4. Meinbukvikan scmua pcmbayaran PBB. 

2.5. Memimiahbi]kiikjin saldo penerimnfin PBR ke Rank/Kan!or Pes PcrrfCpsi I'BB 
l~lckt[c>[itk paliiii- lambaL pad^ bari Jumal aUu bari kerja beiikuuiya apabtla ban 
Jumat Hbiir, 

2.6, N'telakukari rckojii^ilsLisi data pembayaiaii PBB 5;ecara hariini dengan Kaiitor Piisal 
Ditj^n Fajak u,p, Direkloral PBB liaa HPHTB. 

3, DIPENDA 

Sesiiai lata cara SL^hagaiinana Lampiran 1 Ktipuiu.^aii Ber^ama ini dengan tambahan dan 
peuyesuaian sebagai berikui ; 

3.1. TP-PBD diartikau sebagai TP-PBB Blcktmiiik, 

3.2. Bank/Kantov Pos Pcrscpsi PBB diaitikEiii seba^ai Bank/Kantor Pos Persepsi PRR 

Bicktionik, 

3.3. Tidak moiicnr.ta DPH lembarke-2 yang lolrih dirc^jisti-a.si ok-;li TP-PBB dai'i Pc'iijia^; 
Pcmiiugul. 

3.4. Tidak mcMiernna tembusan LMP PBB dari Kepala De^a/Lurah. 

3.5. Tidak nicnciiinti I.BP PBB dari C^^fiial 

3-6. r;dak niciicrima 'STTS Icnibar i.iriUik Dipenda' yang PBB-nya tclab dibayar olch 
Wajih Pnjak dari TP-PBB RIektrdnJk 

3,7.;Mcnenma DRPM^ PBB dari x^PPBB ^tibu^ai purigganLi ^STTS Icinbar uiituk 
Dipcmia' yaiig PBB-nya tdali dibayar oieh VVajib Pajak. 

3-eJ Menerima LMP PBB yang diiiiici per T>csa/lCc!urahaii, Pedeiaaii/Perkolaan dari 
KPPBB. 

4, BANK'KAM'OK POS PLK.StJ'.Si VHii VAMKliiUmK 

Scsuai tala cara sebagaimana Lainpiran I Keputysan Bersaina ini dcngaa pcnycsuaian 
gebagai berikur : 

4. 1 . TP-PBB diartikaii sebagai TP- PBB Ekklroiiik. 

4.2. Tidak meneriiJia STTS dan DHICP PBB dan KPPBB, 

4.3. TidaW mencrima LMP PBB yang dirinci per Dcsa/Kclurahan, Pedesaan/Perkotaan 
dan TP-PBB Elcktronik. 

5. BANK/KANTOR PCS OPEUASIONAL V I'BB. 

Sesuai lata caia sebagaiiuana Lanipuan I K.(jput;isan Hersaiiia Jni deiigaii peiiycsuai^ti 
Biinky'TCatilor Pos Pcrsi^psi PBB diartikan scba^ai Bank/KariEor Po!i Pcrscpsi PBB 
EEtkUonik. 

6. KANTOR PUSAT 1)1 TJtlN PAJAK L'.P. DIREKIORAI PBB DaN BPlflB 

b,[. Melakukaii koijuinikasi dat^i dsjigaii IP-PUB Lleklromk iiiiiuk Sk;tiap transaksi 
pcmbayaran PBB, dciigan : 

a. Mcngininkan dala PBB ict'utang dan informasi teikajt ialnrtya atas permintaan 
TP-PBB FJekmnik; 
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b. Mciiennia data konllimasi pembayaran, 

6,2, BcrUa^ark^n usulsn dari KPPBB, menyampaikEin di^fliii aama Bank/Kantor Pos 
Persepsf PBR Elekironik berikul numor Rekeiiing Kas Negara q.q. PBB ke TP-PBB 
EJektroiiik dalain raiigka pcmiudahbuku^n hasil pcncrimaan PBR mtilalui TP-PBB 
hjektrciitik. 

6.}. McJakukcin rckoiisili^isi dnr^t pembayanin PBB s;iijaia harian cicngan TP-PBR 
I'leklronik, 

6.4, Mcngiiimkan data peiiibay^rari PBB secara elcktionik ku KPPBB, 

6.5, Mengirimkan LMP PBB yitiig diujici per Ucsa/Keliir^ihan^ Pecjesaan/Perkolaaii 
Stfcara ek-ktroaik ke KPPBB. 

6.6, Mengirimkan DRPM PBB secani elek[ronik ki^ KPPBB. 

7. KPPBB 

Scsuai lata cava sebagaimana Lampiran 1 Kepiitusan Bt^:sama iiii dengan tanibaSian dan 
peiiyesuaian scbagai bcrik\n ; 

7. 1 . TP-PBB dianikan scbai^aj TP-PBB hicklronik. 

7.2. Baulv'Kautor i^os Persepsi PBB diariikaii ^el^ngai B^!ik,'lCanU)r Pub Per^epsi PBB 
Elektromk. 

7.-V Tidak menyemhkan STTS dan DHKP PUB ke BankVKantor Pos Persep^^i PBB 
Elcktroiiik- 

7.4. Tidak menerima LMP PBl'i yang dinnci per Dctia/Keluiabaii, PedcsaaivPerkoiaan 
dan ^STTS lemliar imtiik KPPBB^ yaag PBB^nya tclab dibayar olch Wajib Pajak 

dan TP-PBB BlekLioiuk. 

7.x Meuciuaa LMP PBB yaiig dirincl per De^a/KcliiiahLin, I'cd^^saan/Vcrkotaan dan 
DIIPM PBB iCcai'H eicktronik Eiebagai pcnj^gLinLi STV^ &dri Kaiitor Pu.saT Diljcn 
Paj^k u,p Dir^^kifiral PBB dan BPHTB. 

7.6. MtJiicclak LMP PBB yang dirinci per Dcsa'TCdurahan, Pedcsaan/'Purkijl^an &dr, 
DRPM bi^rdasarkan data elektronikyangdikirimoieh KaiikT-Pusal Udjeii Pajak i\.]i 

Difcklorat PBB dan BPHTB. 

7.7. Schubun^an dengar^ butir 7,6. di alas, mengirinikau LMP PBB yang dirinci pur 

D(^sa,'XeJm-dhaTi, PedcsaaivPciko^^an dan DRPM PBB .^shagai peiigj-ajiti ^SI IS 
lenibar untuk Dipcnda' yang ?BB-ny? tdah rlibayar oleb W.^jib Pajak k^ Dipenda. 

7.8. Mencetak salinan STTS bcrdasarkan permintaan Wajib Pajak yang telah mclakiikan 
pembayaran PBB mclabii TP-PBB El«;kliuiuk. 

7.9. Meriyampaikan uf^ulan dafEar nama Bank/KanJor Pos Persepsi PBB hcrikut nomor 
Rekening Kas Nugcira q.q. PBB yang akan dilunjiik scbagai Bank/Ka[:lt?r Po.s 
Pcr8q>si I'BB Llektroriik kc DirckEorai Jenderal Pajak ii.p. Diiekt&iai PBB dan 
BPHTB scniibtingan dengan piT^mindahbukuan hasii pencrimaa.i PBB n:ielal-.ii TP- 
PBB Bkklrunik. dengan kclcntuan ^Titu Gank/Kimfor Pos Peisep£;i PBB unLiik 
icriap kalmpaun/koia. D[jlLim UllI ^alii kiibiipait-'n/kot^ Ecrd.ipul 2 KPPBB ntmi 
lebib, inaK;i ^ctiap KPPBB mcngusvdkaii saro tiai.ii* Bank/Kanler Pos Perstpsi 
PBB berikul rtomor RtkCEiIng Ka& NiJ^ara ijai- PDB di wilayah kerjanya imtuk 
ditunjiik sebagai Bank/Karjlor Pos Pei-sepsi PBB Llektronik. 

8. KPKN ■ 

Sesuai tata caia sebagaimaaa Lampkan J Kcpntusan Biir^sama ini dengan peuycsuaian 
TP-PBB diartikan sebagai TP-PRB Elektronik dan Barik/Kantoi" Vo^ Pcrsepsi PBB 
diartikan t^cbagai Bank/Kanior Pus Peisepsi PBB Eldctroiuk. 
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Limprran IV 

iCepiiTiisan Licrsainfi 

Dirjcii Anggarfin, Djnen f ajak, 

nirjen J'emerintahjii Umum, tUn Diiji^n 

Otonorni Da era h 

Nornor : K [iP-.M/A/^OOJ 

Nomor : KEE'-47/|\l /700] 

N'omor : KBP-973-GI i TAHaN 2003 

N^mur ; 573-012 

TanggaJ : 10Maret2003 



TATA CARA PEMUAYAKAN DAN PKf JMPAHAN ILASIL PENKRlMAAjN PBB 
SEKTOR PE^KEBLNAN, PEKllL'TANAN, DAN PERTAMBANGAN \ON MIGAS 

1< WAJIBPAJAK 

Li. Membayar PBF] tenjtnn^ ticngan mengi&i SSP PBB raiigkap 5 (lima) fecbagfiimariEj 
tcj-lampir kt Hank/Kaalor Po^ i^crsepsi PBB yang dituiijuk. 

L2- Mt^nerim^i SSP PDB lembai Eu^^-l claa lembiir kcO ymip icUli dircgistmi oldi 
Oajik/Kaiilgr Pds Per^epsi PBB. 

1-3. Mtnyampaikaii SS? PBB lemhar kc-3 kc ICPPIJB scienitJal. 

2. BANK/KANTOR POS PERSEI'Si iM^M 

2.1. M^^neiiiua pcmbayanm TBB djiAWajib Pajak deiigast nicn-gunokaii SSP PBB dalMir^ 
rangkap 5 fiimaj, 

2.2, Menynrahkan SSP PBB lembcU" kc-l dan iembar kc-3 yiin^ tdah dirrgislrasi kqjada 
WajibPajak. 

2^. Menyanipaikan SSP PBB [cmb^r kr>2 kc Dank/Kanlor l^os Opciasionid V PES 

berisamnan der.gaii peugii'ini^uj Nolii Debei'Bcrilif K^irang !^t'bagaim.;r,a b^jlir 2.9. di 

2.4. Mcayiinpan SSP PRB Icmbar kt;'4 ■icbagdi peitiiiggak 

2.5. Mengjnink^iji SSP i'BB lembar kc'5 k^ Dipenda seleuip^l bcf^ar.-iLiaii detigan 
pcngirimaii NoTa ICi ediiyBerila Tarnbah :^cbagaimLma butir 2.1. dj bawab ifii.. 

2.6. Memhiikukan scdap p-fmbayaiaii i-BB pada harl kerja bcrsangkiUaii, 

2./. Muiabuat Nota Kredd/Berita Tambah scluibuiigaii dcngjir; pembaysiran scbagain^ajia 
Mitn- 2.1, di ala^; dan E^engirimkannya ^clan^bat-ianibaliiya hari Sabai ataii liari \c^t'}r 
bcrikLftnya apabifaliaii SabUi libur kt?: 

a. KPKN; 

b. KPPHB; 
c Dipciida. 

2.8. Melimpalikan saldo peiiermmaji PBB kf^ Rekenin^ Kas Xe^ara q.q, PJJB pada 
Baiik/KamL.: Pc^s Operational \' PBB scti^.p ban Juinal :iEau hari kerja bsrikiitnya 
apabila ban Jumat libur pada mini^L;ii berikutnya 

2.9. Membual Nota Debet/Bcnia Kuraag sebubungaii p^limpaban saldo pencrnman PBB 
kc Rck-juing Ka^ N^^arn q.q. PBB jiada Bai]k/K:in(oi Pl>s Opurasioiud V PBB 
&cba)^aima!\a dimaksud pada babi 2.7. di atas. 

Pada Nola DtibeE/Beritr, Kiirang pcUmpaban salcio pcni^rimaa]i PBR k^rsi-bin ^libcti 

iiraian kctoraiigan ; ''Peiimpahan Pencrimaan -PBB sebanvak 

SSPPBB-' ^ 
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2.10. MiMiyuE;ifn RT.MP dan Rckciiivig K.oi'an Miii!^gu?in tiirn rnKngiTirTiUanriVii ilist^rlai NoUi 
Oebet/Beriui Kurang selambiii-lambalnva hari SabUi A\-n\ liari keiJB bcrik\]Lnya 
apabila Kari Sabui iiburkc: 

a. KPKN; 

b. KPPBB; 
C. Dipeiida. 

2.1 ]. Mc^nyiL^nn Rckoning Kr^nm ^amp^ji tjcsigan nkl^lr buinn d;^n rnt-'ngijiiiikunjiya 

sk;l;aiLLbi',l-kinib;Uiryii s;^Eu iiari kc-'-j.i ^otchilt h<iJ i kctju iikliir hiiis-iti ki;: 

i? KPKN; 
b. KPPBB; 
L,, Dipenda. 

3. BANIC^i^ANTOR POS 0PE11.\.S10NAL V PUB 

Sejiuai Uta cara sebagiiimsnd Lampirsii I Keputusan Bcfi;mui ini dengan pcnycsuuiaii 
i^Kbagai !>erikui : 

3.1. Mciierima SSP PBB Icmbar kt-2 dari Baak/Kantor Pos Pcrsepsi PDB, 

.1.2. Mengirimkan SSP PBB' lemba! ke 2 ke KPPRB br.i's^^iii^ian ilengiin pe^igirlmaii Nola 
Kredib^Berita Tambob selmbLingEin ricngaii ptilimpalKiii sa!<Jo pea^nnHaa PBB dan 
Bank/KarjturPod Pi;rbep«i PBB. 

33, Pada Nota Kt'cthi/DcriU Tdmbal; pcHmpahiin saldn pe-k^rimaan PBB dibcri uraiazi 
kinoianiJan "Pclifnpahan Pt-nerimii^n ?BB ... tiari Bank/Kaiiior P^^i Pciscpsi PtJB ,,. 
sebanyak .,. SSP PBB". r 

4. ICPPHB 

S^^iiai laTn L^ara '^t?bagaimann Lampiran I K^pulusaii B^isariia iiii df^ngan tactibahan d:m 

pciiyt;suaiaii ^ebau^ai bi^iikut , 

4A. Membcrikan nomor rekeriing Bank/Kanroi Pos Pcrsep::! PBB yuiig dilunjuk kepada 
Wajib Pajak ^ehiibiingan dcnguri pi^ntbayafaji PFiB. 

4.2. Tidak nii;nyerahkan STTS dan DKKP PBB ke BanbKantor Pos Perscpsi PBB. 

4.3. Tidak nienennia dol^umen ptmbayaran/laporan peiierimaan PBB darj TP-PBB dan 
ax-di] TP-PBD On-line, bcrupa tembuiaa LMP P03 yang dirinci per Deya.^Kulurabaii, 
P^^dcsaan/Pcrkotaan dan 'STTS lembar umiik KPPBB' yai:£ PBB-nya tclali dibayar 
oleh Wajib Pajak. 

4.4. Mcncrima Nota K.rediL'B.hta Tambab dari Bar_k/Kan:or Pes Per^cp!;! PBB 
■^L'iitibungiiti deagan pcmbayarLin PBB; 

4.5. Menerima SSP PBB ]i;jnbiirke'3 dari Wajib Pajak. 

4.6. ML'iieil]ii:i SSP PBB Je.iibm kc-2 daii B;^nk;Po,s Operasiona] V POB. 

5. DIPFNOA 

Se^sLuii liila caia btrba^aiiTiaiia Lanipliau I Kcputiisan Bcisama in! dcngan lambahar dan 
pcnycsimian scbagEii bcrikiil : 

5.1, Mcsicriina dokLinicii peiiibayaraa.-'JapLaan penerimaaii PBB dan B^mk./KaniLM Pos 
Perscpsi PBB, bcrapa : 

;i, NotLi K^'edil/Bcriu-i Tambali ^cliubuns^an deii^an pc^iiibayaian PBB dari Wajib 
Pajak; 

b. SSP PBB lcmbarkc-5. 

5.2, I'tdak iTiuntrnnia dgkiiriKjii pi^inbayaiaiVlapoiar. pi^acrijraan PBB dan TP-PBR, 
bciup.i '^TVS Icmbar unluk DipciuUi' yaiiy PBB-tiya tclah dibayar <.vch Wajib Pajak. 
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2/3 Lamp.TV 
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5.3- Tidak metierima LBP PED dm Cmmt. 

5.4. TJdak menerinia tembuaan LMP PBS dari Kerala DeWLiirah. 



6, KI^KN 



Sesitai tata fara ^t^bagaimana Lampiriin 1 Kepiitusan Bor^anis ini dcngjiri tambahan d.in 

6.f. Menei'ima dokumen pembayaran/laporan pcncrlmaan PBJJ diiii Bank/Kantor Pes 
Pi^rsepsi PBB bempa Notsi Kredit'TicHta Tambcih schiibimgan dengan pcmbayatjin 
PBBciaii WajibPajak. 



3/3 La^nji.lV 




MPARTB,1EH KEUAKGWI RJ. 
DIHEKIORAI JEHCfcRAl. PWflK 



SURAT SETORAIs! PAJAK 

PAJAK BUWII DAN BANGUNAN 

(SSP PBB) 



Lembarke- 1 

L/ntuk Wajih Psjak 
sebagai buKii 



KflNT Qa PELAVANAN PAJAK B ULII DAN BANOUNAH 

A. 1 Nama Wajib Pajak . 

2. Alamal Wajib Pajsk. 



Kelur^han/Desa . 



KaljUpjilGnJKDta ■ 



Kec^malai}^. 
Kode Pos ■ 



U 'r , Nomor ObjeV Pajak (NOP) 
2. LetskObjek Pajak : 



m [T] CI] n:D ciij CEm c 



Kefuf3han/Desa : 



,KEL^J?Hi?'^*^ti- 



_Kecarnalai2, 
Kode Pos ; 



C V Jenia keteiapan pajak 2. 
2. Nomor ketslapan pajak : 



Tahun 



C] 



D UiaJan 

peinbayHran 



E. Jumlah pefnbayaran . 

Prikrik Pajak ' Rp 

Dand3 AdminiBlrasi : Rp 

Jumlah 



:Rp.. _. 



Tcrbilang 



Untuk disetorkan/dlpindahbukukan ke rekening Kas Negsra q.q. PBB Bank/Kantcr Pu& Porsepsi/Operasional V P3B 
P" Dank __.. __ _.. '* noniQi' rekenirrg. . . j^ 



DiiCfima ofeh Kantor Perierima Pernbayaran 

TanggaL... , ^^ 



Namaielas : ^^ 



Wajib Pajak^Penyf^if^r 

tgl 



Nama [elas 



Raang Vattdasi Kantor Pencnma Pcmbsyaran 



'] Cure! yjng Idak perlu 



PETUNJUKPENGISIAN 

V Diisi dengan narr,3 Kanfor PeJayanar. Psjek Bumi aan Barifiunan sesaai dengan wjiayaJi kerj=. yang bersangkulsn. 

2) Diisi dengan namy Jerigkap Wajib P&jak. 

3) D [si dengan alamsl lengkap lempat t^nggal/kedudukfln Wajib Pajak. 

4) Ijiisi dcncjai-i Nonior OtJjOk Pajak. 

^) DjJGi dengan alfimal Jengkap lakyyi/laLak objek pLijsk 

o) Dnsi dengan it?nis keteiapan pa^Hk yang dikenakaii : S^'i^T/3KPr'STP P6B. 

7) Diisi cJcngan nomor sural ketelapan pajak untuk sertap j&^is keteiapan yang dikenakarT, 

5) Diisi dengan tainun pajak untuk seliap jenis keti^lspan yang dikenakan. 

9j Diis] dfingan uraian jika diyeriukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran 

10) Diisi dengsn iiesarnya pokok keiet&pan pajak yang dikanakan .^eoagaimana lercanLum daiarn SPPT/SKP/STP PBB 

11) Djisi dengan bt^sarnya denda adminislrasi. 

12) Dil3i fJengan hasil penjumialtan atas bcsarnys pokok kefetapsn psiak dan dei^da admirif&trasi. 

13) Diis^ dengan bR^arnya total pembayaran daiamhuruf. 

14) Diisi dengan nama Bank/K^ntor Pes Persepsi PBB ^jt;iu B^rk/Kantor Po.'; Operaaionp.! V PBB tempat diiakukan 
pembayaran. 

15) Diisi dengan nnmnr rek^ning Kas Ni^yyra q q, PFi3. 

If-T) Diisi dengan lariggal dilakukan pembayaran. 

17) Diisr dengan nama [yiigkap dan landa i^ngan peJugas pene'irna pt^n^bayaran pada Bank Peisepsi PBS etau 
Bank/Kantor Pes Operasionai V PBB dan dibubuhi capVstempel resmi . 

13) Diir.l dengan lempat/iokasr dan lanj^yai pangis-an forrrulir fifiP PBB. 

19) Diis; dengan nama lengksp dan tanda tongar> Wajib Pajak aidu Penyeior serta dibubuni cap/atan^pe! res^ni biia 
diperlukan. ' 

' 20) Difsl Gasjiai dengan keaerluan oleh Bank Penedm^ Pembavaran. 




DKEKTOHAT J&W[;0WL PAJAK 



SURAT SETORAN PAJAK 
PAJAK eUMI DAN BANGUNAN 

{BSP PBB) 



UnluKKPPBB rn8l&i;;i 
Bank/Kantor Pui 
Operasinal VPBFJ 



KAWfOJi^PtLAVAKAM PAJAK BUMI DAW BANGUhiAM 

A I NamaWdjib Pajak . 

2. AlamstWajibPsJak^ 

Kelu^h_nn/Desa ._ 
K^bupaten/Ko ta : 



Kecamatan : 
Kode Pos . 



S 1 NomorObjeKPajakfNOP): L_EJ I T J LJ J^! ' 
2 Lefak ObjekPajak ;_ 

i^ elura ha n/Desa : 

KabLipal^sn^Kols ; 



1 [JTi Cluj n 



Kode Pos : 



C Jenis ke^elapan pajak : 



2. Nomorketelapan paj^ik:_ _ 



Uf^ian 

pfimb^yai'an 



Ta'"iun 



t L_ .1 ___!_. J 



.hiniifih pt'fnbayaran : 
PL:ii<ok Pajak : Rp _ 

DeniJa Administrasi : Rp 
Jumlah ' Rp 



Ti^i'bilangj 



UiUuk disetorkaii/diplndahbukukan kc ickoniiig Kas Neyara q.q. PHB Eank/Kafitor Pos Persepsi/OperasiDiral V P^B" 
pi LJank __, "■ nomor rekening _ _ __...__, '*' 



DftGrlma oleh Kantor Penefima Penbayar an 
Tanggal ^i 



Narr^a ]c\ns ■ 



Wajib Pajak/Panyetor 
.. .,, . Ani 



Namajelas 



^uang Vaiidasi Kanior Penerima Pembayaran : 



'J Corol yar\g [iCak perlu 



r 




! SURAT SETORAN PAJAK 
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN 
(SSP PBB) 

KANTOH PELAVANAN PAJAK HUWI DAN BANGLiNAW 



DIRtKlOJlAr JhNUfcHALPWAK 



Lombar ko-3 

Uriluk KPP68 

disampaikcin oleh 

Wajib Paiak 



— r 



A 1 , Nama Wajrb PaJEik ; 
2. AlamatWoJJbPajak: 



Ke]urahiin/Desa : 

K a b upa te n /Kot a :__ 



Kecamylan ; 



B. 1 . Nf^mor Ohjek Pajak (NOPj : [J_J [J J [j._l_J LL.L.I Li. _.[.__! Lj_J__U 

2. LelakObjekPajak ;_ _ _ 

KeiLrrahan/pesa^ __. ^ _ _iS*?^^"'3tan : _ _ 

Ka b Li P ate n ; Kotg^ _ _ Kode Pos : 



C V Jenis ketetapan psiak i_ 
2. Nomorketetapan pajak: 

D Uraian 

^ernbdyaran 



1 
1 




Tatiuff 






L„ 


1 











'i" 



Jumiah perTibayaran 




PokoK PajaK 


f^n ... 


Oenda Administrasi 


^.^_ ... 


Jumlah 


ftp. 



■fcj 



Temilang : 






UntNk diRfimrkan/dipm<lahbukiikan ke f^kenin^^ K:>s Negsra c^.q. PBB Bank^'Kantor Pos pQrsep;i;;Operasional V PBB 
pr Bhnk . _ . .ft fiomiir rekeniiig __ ._ •^\ 



DilerifTiaoleh Kanlor Penerima PtimbayarAp. 
Tanggal * 



Nama jelas ; 



Wajib Pajck/Penyetor 



TGi 



Namajefas 



Ruant} Validasi Kacitor Penerima PemDayaran 



'} Cofi?! ysHj ijdjk peilu 




nWFKTORATJr.K^L^RALPWAK 



SURAT SETORAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN 8ANGUNAN 

(SSiP PBB) 






1 KAWrOR *-EUYANAH PftJAK IIUMI DAfJ GAtJGUNAfi 

A. 1. r^yniis WajibPajsk : 

2. AlcmntWajIb Pajak: 



Kelurshan/Desaj l<eoema1aiv 

^y^^JpM«jL^^^-i- - J5oda_Pos :_ 



B. l.NomorObjekPaj0i<(NOP)- [ ! | \ I | [ 

2. Letak Ot>jek Pdjyk . 

Kehir all sni DeH EL- __^ 

Kabijpaler-iy_Kp_ta_, 



z] nu cm rcDJ l 



KijcaTTia^anj^ 
Kode Pos . 



C 1 , Jyniy keluiapan pi^jsk . __ _ 

'A. Nnrnor ketRlapf^n pajak: _ 



Tahun 












^ I 



t Jumbh pembaya^Ein ; Terbiiynr; - 

PokakPajak : i^p . _... ."^ 



I Donda AdminisiraBJ . Rp 

Jumip-h ' Rp 




' ' -Wk disetorKaa'dipiridahbLtkukiin ku^ rokeninQ Kai Naaarfi qc^, PBB SankyKantor Po^ Pe.'sepsi/Operasicini:! V PBB 
padaSank ._. - ''nomor rokenlng ■" 



DUerirna ul«h Kariluj Pynerima Pembtiyaran 
T^nQQSl * 



Nam a jeias : 



Wajib Pajiik/Pt^nyelor 



^G' 



Nsma jeias : 



Rijpnn VLtlidrJSl Kantor Peneiima Pi^nibavt-ran ; 



'}CDreLv3na od3KD©r!u 



>^ 




OEPARTFVir-N KELfANGAW R.I. 



SURAT SETORAN PAJAK 
PAJAK BUIVII DAN BANGUNAN 

{SSP PBB) 



Lembar kc-5 
Untuk Dtpenda 



K Af.'TQR Pt^ LAYAMAN P,UAK BUWI DAN flAMGUNAM 

A 1. Name Wejih Pajak : 

y. A!an-.iitW3Jib Paj^k: 

K ahu p a^eri/KoEa 



KecariT^aTan 
Kode Pos : 



B, l.NomoF06iekP3JoK(NOP): 
2. Lnlak ObjeK PajsW : 



J. __I__J 



XE 



Kelurahan/Desa 
KfihupsLen/Kota 



Kecamatan 
KodePos : 



C. Jeriis ketytapan pajak ; 
2 Ncmor kRr<5(3par^ pc^jtik : 



"uhun 



Ur3ian 

pembRyaran 



E. Jumlrih pembayaran : 

Pokok P^ijak . Rp 

Dorida Ac^ministrasi ' Rp 

Ji^miah ■ Rp 



Terbilang : 



Unluk disetorhan/diplndalibuUukan ke rehening Kas Negnra qq. PB3 BankfKantor Pos Pr^rsepsi.'Operasionol V PBB' 



Diterima oEeh Kantor Penerima Perribayaran 
Tanggoi ^i 



Na^najefaa ; in 



Wsjib PajaWPenyeior 
igi 



Nama jelss 



Ruang Validasi Kantcr Penerima Pembayaran : 



"} iZo:el yflrig lidak purlu 



Lji3npir;i]"i V 

I3!r|i:-n ]*{^T;ion?i[;ihrrn [I'lViiiiii, diUi Dujen 

Olnuoini Dj^crrih 

Womor : KE?-:'-i.>V20Q^ 

Noitioi ■ K}l?A7iVl'Z002 

Noiiui, 973-012 



1 VIACA1^4 PEMIJAYAHAN DAN Pi^JiMl'^ HAN 
HASIL PtNJiJllMAAN JMiH ShZKi OR iMJiTAMHANCAN MICaS 



i. DIREKTOit.iT JEMDERAJ- PAJAK. 

1.1, Dirckmr TEF* dan DPHTU Eicas ri^mn Dirckri^r Jenderal Pnjak inengajukan pemiiulaiin 
pembayariiij PRB Peilaniban^nit Migas ke Dir^^klur Ji^jniera! Laiilmg^! Kcuaiigai". per 
tnwLibii; d^iiL (Uid^t Mm trihim unliik pc!iTrias;ui/kcLctapan I'Jinipu^i:^ iignr jiicnorhi [.him 
sural pennhilaiin ptmindalibxikuiiivknr,V(.'r?i v^iliiifi a^in^ a{;is heVjan i-ekeiiiiij^ VA 

P«rl.atnbiin!.y^n Mii-a^ rJiniaksiid, 

1.2, Mcnenma tembusai-j permmt.^aii ]igr[i:Tttftlibuki].in dari Dii\^kiiiraJ Jender^l Ltmbaj^a 
Kciiangan ke Bank lndtine.sii\ dun mEiinrcriiLiliukaniiya kc KPPBB ^ ang btr^angkrtnn. 

1,3- MeiicrJnia Nola KrctJiE/Benu Taii^bali iembar 3 dari na-iklCantoi P.i^j Opcrasionpl V 

h DIRE KTOKAT JENDERAL LE>lbAGA KEUANGAN 

2.1. SebabLmgaii uciigan adanya peimmEatm pcrnbayaran PBB Tcrtambangan Miga.s d-'iri 
Direktur Jenderal i'ajak, Diirktiir Jcnderal Ixmboija Keuangan meminta Bank 
Indonesia iLfiriik nieminclabbukukan^inengkoiivcrsi valuta adinjg dVd^ bvbaii rekeaing VA 
DL^parLt^nicn feiiui^.gan kc Rykenin^ K.ai N^gaia o^.q. PBB pada Bank. Kanlor Pos 
Opera3ic!ia] V PBb di scti;ip kab^apat^n/kota, 

2.2, Dalam ha] y-'ing dminjiik sebag^i Biink/'Kanlor Pos Opt;rasioa<i3 V PBB di 
Kabup;iit;i^.Xula yany bi.^r^a.agk\itaii adi^Iali Kantor Pos. maka 
penrdadatibukuan/kcnvcr.si valuta i\Td:\g dtas beban rckcn.ing VA Dcpartcmen Keiinngan 
piida Bank Indonceaa din>jiikan kc Rekcnirig XPPBB pada Bank Pen^eriFil-di yuiii; 
ditiinjiikoleliKPPBB. 

2.3, Mciigiruii luiubu^an pcnniiHaim p^jiiiiiiJanbukuan p^iiitbayaian PGC4 Pcrtambaiigan 

Miga^ iiebajiajQiaiia diniak^ud buifr^.l, dan 2.2. :eri:cbut di atas kc. Dircktorar Jendera) 
Pjijiik diin KPPBB yang bcrsangkiju^rL, 

2.4. Mt:nenma Nma tCiedit/Btiila Taiiibsh Lembaj 2 dan Barrb Kar.tor Po^ Opcrasic-nal V 
PBB niclakii KPPBB yang bcrsaiigkutan. 

3. BANX INDONESIA 

3.1- Atas penniiitaan Dnektiii Jcndcral l.j:mbaga Keuan^JiEi, t^ank Indonesia 
inomindahbiikiikan/cm^ngkonvej'si vidula asing alas beban rtjk^ning VA Departemen 

Keua^iganke ; 

a. Rckcning Ka.s Negara q.(.|. PBL^ pad?. Dank/KaiUor Po.^ OpeTai^innal V PBB di sedap 
Kabupaien/Koia a[au: 
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b. RekenijU'^ KPPBB patin RMiik I'Li-rierinTii?! yiiug diliiiijiik uleli KPPBO, &^\d\h hti! 
yai:^ dtianjuk seba^Eii Bank''XjiiU3r Pob Ojjcrasional V I'BB di K:\bupatcn/Knit;i 
yatig bcr?i;mgk!ilaii tidalab Kanlcrrtis. 

4, BAMOXANTOR POS OPKRaSIONAL V. 

4.1. M^mbLika Rckcniny Ka.s Negava q.q PBB sccara o^niyaris dMii melaporkniirLya ke 
KPKN, KPPBB, daii Dipeiida, 

4.2. Mcrierima pcmir<iahl>\ikiian pembayaran PBB sektor Pmsmbang.in T.li^a'^ d^n: 

3,. Bank IndonesiLi, daiam hal yang dittinjuk siibygni Bank/Kaniur Pi>& Opciasioii^l V 
PBB adaiab Bank Pemeriaiah. 

b. Bank Pemennlah yang dimnjak oleh KPPBB, dalam Iial yang ditimjnk 5:ebiig[ii 
Baiik/K;imor Pes OpeTiisif>r:?t] V PBB di Kabupsten/KotJ! >-an_g 'neiSEiagkiiUin aaaiati 

4.3. Memljiikukan s^iiap pcncnmaaii pein:;.:syar£iii PBB sektor Pertamb^iriSi^.in IVuea^ 
?;ehagaimflna dimaksud pada hu\\v 4.2. di ams ke dal:jm rc-kening iCa;: N'e^arit 4.1.3. PPJB 
pada lit^n kfija bt^rsaiigkLiltin. 

4.4. Membuar Nota iCreditVBerila Tambali scbanyak 5 (liaiM) lemhar Heh^jhun^^im dengrtn 
peneriniaan pembaytiran PBB stkuir Pcrrambangan Mi^^as iii:biti^aiaiaiJa dii-iaksnd pada 
bulii 4,2, di atat; dan inesiiiu Kiikaimya ^diiiiibat'laiabalnya pada liaii Sabtu alau hari 
kerja berikutnya apabila hah Sabtu libur ke: 

a. KPKN (Lembar ko- 1) , . 

b. KPPBB (Umbai kc- 2 s,d, 4) 

c. Dipcnda (Lembar kc- 5) 

Pada NiJLi 'Kri^dit/Beiiia Taaihiili dlbcii Liraian "PtTiiindabbukuati Pent^rimaaci PliB 

l^eriaitlbaMgaii Mig;i.s {diiM : "iMWuhvj l/iE/]il/IV/Pt;lui^a^aM) dan ,. 

(diisi : Bank Indonesia ataii KPPRD)^' 

'1.5. Membrigi saido pL^ncrimaini ]'BB oeliubuni^LiJi dc];gaij buiK 4.2. ke lekening snstansi 
yang bcriiak sctiap lian Jiunat atau hari kerja bciikuUiy? apabila lian Juinat iibur pada 
niinggu bcrikntnya. 

4,6. Membuat Nota DeheT/Bcrila Kuran^; s^eliubungan dcngan psnibaiiiiin hasil pcneiiniaan 
PBB ke rekennig iiislan^i yang bf^rhak :>e]-ta Rekening Koran mingguan dan 
lYiengiriinkaiinya selambai-lambaCnya psda hari Sabtu ataii ban keiJR berikntnya apabila 
hari 5^abtii libur ke: 

a, KPKNi 

b. KPPBB; 

a. Dipenda. 

■17. Menyu^^un Ri^kiinin^^ Koran ^ampai dt:i}gan ak'ui" bulan d'du iiii^ijgninikaijiiya selan'ibal'- 
huribaljiya aaiu liai 1 kcrja ,^ett^Iah haii keija akhir bulan ke: 

Vi KPKN; 

b. K_PPBB: 

c. Dipeiids. 

5. KPPCB 

5.L Mcncrima iaporan penibukaan R^^kenin^ Kyi: Negara q.q. PBB dan Baiik-'KantOE Po.s 
Operasional V PHH. 

5.2. Menibuka Rckcmng KPPBB p^da Bank Pemerintab y^inj^ lempar kcdtidnkannya i^ekota 
dengan I'iPPBB untuk n^enampung p(*in[sKkdibLikuan pembayaran PBB PenaEnbaiigai: 
Mit^a^ daiani lial yany djluujuk sebaj^ai Bank/Kantcr Pos Operasional V PBB di 

Kabupaten/lCota y^ng bersangkuraii adala^i KantorPos. 
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s&koUi d-^ii^an KPPOB j^c!'aihi;.:i^.nn di^r.^.r.n hiilis' 5.2. di luas ke Dirckdjr Jemkrs] 

a- DiLcktyii Jendera! V^ydk c.q. Di.cktin- PBB dEHi RPHTB; 
b KPKN scvcmpai 

5.4. Menerimn iciitibusiin peiminUusn pemiiidnhbukuan/konviirsi vylnta [jsiiij^ r.tn^ b^ban 
rtjktJniiig VA Depairancn Kciujigai^ padd R:nik IivliMiesia unEuk pr:mbuyaian PBB 

5.5. Mt^iiibuui "Sliri KuLibLi" ydnj^ iiinnbcn ^vtwcnaJl^ kcpsda l^^nk Pemori[iKih yang 
ditLinjiik cleh KPPBB unti.ik mL:miii[ifihhijkiikan secara otomati? pcnerimaan 
pcmbaytirnLi PRB spkmr Pef-iambangaji Miga^ seltubiinj^^n dcngaii butir IVkb. di atas 
ke Rekenir.;^^ Ka^ Negar^ 4,qj PtJiJ seUinbat-b.Tiibainy^ lian Juniat ntaii hari kejja 
benkvilnya Hipabila hari Jnmat libii)', dJilmn hal yang diiunjuk SE;bagai BankyKantor Pt.i 
Opei-asional V PBB di KabupalL'Ti/Kj;ta yang bersaugkutaii adalah Krrnior Po;:. 

5.6. Menenmu Nota Kredic/Derila Tambah Jan ftitocopi biikli pemind:ibbu^uan p^-inbayar^n 

PRB Perran^baiii^an Migas dasi B.itk Pemei\mah yaiig dituniiik o\^\^ KVPBS 
j^^btibL,]!]^^]] dciigan pcnLnuPar^n pembaytiran PBB ^ekior PeiJambangaii Mig^^ 
sebag;iiniana dimsksudbiiriv 3 1 .b di ata:-. 

5.7. Mcnciima N^iia Kredit'Berita Taviibali daji Rank/Kantor Pos Opemsional V PBB 
aeliubLingan d^ng.m [^cneumaan pcEiibavaran PBB sektor PeitLimban^aEi Miga^ 

sebagaimana ciniiaks'jd psda bi]tir4.^.b. di atas. 

5.S. Mcncriria NoLa D£?N?r/Beriia Kinwug dad Baab'Kjjnior Pos Opcr.iiionnl V PBB 
BBhubuni-tiri dcin^aii pembagian tia^il ^Sei'crliuaar, PBB k^ rckenin^ 'wsUnni yaiig berhak 
ba ikut Rekei-iing Koran muiigguan sdiaganniina dimak^iini pada butii 4,6,h. di aras. 

5.0. ^tcl■^^^mu Rekening Ko;;m sampMl cicngan rikbjr bidan dart Rnnk/KaiUor Pos 
Operabioii:d V PBB. 

S.IO.Mengirimkan Nou Krcdit/B^^riUi Tambah yar.g dderima dan Bank/Kantor Pc^ 
Optrasionai V PBB kc DirekiOrai Jundcuil Pajak daii kc Direktorat Jcndr.ral L^nibaga 
Keuangaii. 

5.1L McncocokJcan jimilali pcnciimEian PBB j^ekror Pertambargyii Migas berdasiirkan 
tcmbiiian pcrnnnTaan pemiiuiahbukuan daii DircktciaL Jendcral Lenibaga Kcuangan 
iiebag:dmana dbnak^^uiJ bubr 5.4. dj atas dengan Kota Krcnir/Berim Tanibah dim 
Bank'iCaint?' Per. O|jeras]0nal V PBB mauputi dengan foiocopi bukd p^iiiindahbiikuan 

yang difciin'.a d^iri Bank Pcmcnntali yLin^ ditLinjuk, 

6, OIPENDA 

Ok Meni^nina dakunicn pcitibayarandaporun pcuerlinaaii PHL^ dan Baiik^Kanior Po? 

OpeiaHiLiJial V bempa: 

li. Nota KvisditniGVU Tairibali sohvibiiiigJin dengim peiiei-irn^ari peinbayaran PBB 

iCktor Pciiambangan Miga^;; 
b, Nota Debel/Benta Kuiang jicluibnngan dengan pcnibai;iyn h^isil pcnerimaaTi PBB 

ke lekciiiiig ir.sEansi yang bcrliak; 
o. Reikening Koran. 

6.2. Mei-«^]ima laporaa pcmbukaar, Rc'koning Kas Negaia q,q. PBB .iai: l^ank'Kantov i'os 
OperasJonalVPBB. 

7. KPKN 

Sc^sLiai tata c:^rn ?fbagaimana I.anipira;! I K^piiLirsan Borsnma ink 
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TATA CAllA PEMRACfAN HASTL PivNERIMAAX l>RB 



!• KPPOB 

1.1. Bcrdasaikiin pclinipahan wcwcnang yang dileiima dari Mcmeri Kcuaugan, Kepala 
KPPI3B mcncrbiikan Sumt Kuasa Utnum (SKU) ke Bank/Kantor Po.s OpcrasioTial V 
PBE untLik mefnkukar peTisbehanan ^ef:iirii Gtrimatis pada rekoiiing Ka^ Negara q.q. 
PBb paii^: 

a. seLiap pcrmiihian LLihuii aiiggrfran; alau, 

b. seiijip awn] ma:^fi kerja Bank/Kasitor Pos Opemsional V PBR, apahila masa kerla 
Uaiifc/KiiiULJr Pvtr Op^jrasioLJLsl V I'BR liJak (.liuHilai pail-i ii'^al i;ihuJi aiiggatan, 

1.2. Mcnerima pcmbcrilfihiian daii Gubcrnur, n^jm^i l>rink dan noircr r^^k^.^nisi.: Ka.s Daerah 
Picjpiusi. 

1.3. Mcnciima pcjnbcritahLian dati Bupati dan aiau Walikola, jMma bank dan nomor 
rekening Kaa Daerah Kabupalen dan aiau Kola. 

1.4. MciaSuE SKU sdja^ainiaua diiaaksud pada butii 1,1., K.epala KPPBH mcpiberi kuasa 
kepada PJjiipinan Bank/Kardor Pos Op£:rasional V PBD wnXuk inenibebani langsung 
rckcning Kas Ncgara q.q PBB dalam rani;;ka pclaksan^uin p<?mbagian hasil 
pciicj iiiiaan PBB .sebagaisnana dhnaksud da!am Peraluran PemciinUili Nuii^or 16 
Taliun 2000 Ci^ntaag Pembagiaa Hasil Fciienmaan Pajak Bumi dan Baiigunau antara 
Pemeriniah Pissa^ dan Daerah jo. Kcputiiaan Mcnrcri Kcuiingan Nomor 
82/KMK.04h^2000 lerstang Penibagiii!! Hasil Penerimaaii Pajak Burai dan Bangunaii 
antara PemcriiiLali Pusiit dau DaeiaL. ke iiiKtausi yajig beihak, yattu: 

a. 10% (scimliih persen) dati saldo pciierimaan PBB ke rckcning Kas Ncgara 
r.cbagai hagiLin penerimann Peinc^riinah Pu.sat; 

b. ]6,2% (eiiani belas kov.m dua poiiicn) dari saldo pjiicrimaaTi PBB kc r^kcriiiij^ Ka^ 
Daerah Prupin.si &cbagai bagiaa pciicrinman Pcnieiiuiah Pjopij]:>i, kccuali Propinsi 
Diet Jakarta scbcsar 81% (delapaii pulub i^alii persen); 

c. 64,^% (or.nm puhih.t^mpat knma delapan peraen) dari ^aldn penerinman PBB ke 
I'ckenJiii^ lv:is [3a;^ndi Kabupaten/tColL^ scbagai ba^^ian pciictirn^iiin Pern':r[nlaK 
Kabupaleii/Kola; 

d '■?% (vL^nibiliin perscn) dari si\ldo pcncrinu'an I'BB ke rckcning Kaj> Keg.ir;^ 
st'bagai Biayn Peinui^giitan PBB, 

1.5. Menerinia tembasan Noca Debet''B';hla Kurang alas pembebanaii rckening K^*s 
Ntigara q.q. PBB dari Baak/KanCor Po:^ OpcrasionaS V PBB unrul: scIanitiiTiya 
nit;n;:Ljt;ukkannya dengaii iumiah yang l-jnTiual dalam DA. 08.03 yaiig dilfiinia dar! 
KPKN. 

b6- Bcrdasarkan ic^mbiisan Koia Dcbcl/Bcriia Kiirang atn^ pcmbobanan rckcning Kas 
■ >Jegara q.q. PBB pada Bank/Kantor Foe Operusional V PBB, Ktjpaia KPPBB seliap 
akliir bukau bsrkenaaji meneibilkan Kqjutusan Penetapau Peiubaj^iaii Hasil 
Pcncrimaan PBG (KP-PllP^PBE). 
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PDI3 5c'oagai b^gian pciieriiiiaa:] Pcmerimah Pusat; 

b, unUik rckcning Ka^ Dacrah rropinsi scbcsar 16,2% (cnam bclas komri diia 
perseii) dari saldo peneriii^iian PBB ^jsbagai bagian penerimaati I'ropinKi yyn^ 
bersaugkutan, kecuali Propjnsi DKA Jakaiia 5ebe5.iir 1^1% (dclapan pyLuh salu 
pci-scii); 

c. unLuk I'jkciiinj; Kas Uactab Kabaparcn/Koui scbu.'^ar 64, S?^ (ljii:-;;") ]?ijIuIi ;^n]|jal 
kuiitii duliip^iM pcrsijtij dari j;:ddo pt'ticHmaiiii PLiU s(.'b;i^^ai b^Uiian pi"icri!iLj]^in 
KabiipaU-n/'Kuia yang bersangkiuan; 

d- iirttuk rekcnmg Kas Ne^iara .scbesar 9% (sembilan perscn) dan saldo pcncnmaan 
PBB Sfbagai Biaya PcimingxiUin PBB. 

2.5, Membuat Nota Dcbety'Berita Kurang sehLibungaii dengan pembagiaii basil puncriinaaii 
FOB dan mc^yaiHpaikannya ke KPKN dajj ditenibuskaii ke KPPBB yaiig 
boj'sanj^katriTi, 

2.6. Ap^bila kiiwajiban in\::!akuka;] p'jmba^iaii ha,sil pentrumaari PBB iiielalui 
pcinbebanan pada r^^kcning Kas Negara q.q. PBD sebagaimana dimak^ud pada buiir 
2.4. iid:ik dilakukan auiu di'akukan pembagian dan peirshehanan kurang dari saldo 
ickcniiig Kat; Ni^garii qq, PBB. riiak'i akaii dikeiiakan ^aiiksi beiupa d^iida ^t^besar 3% 
(tiga pcrsei^) per bulan dari jinrdali yang tidak a(ati kurang dibagi/dibcbankan 
tcrscbuL 

:^. KlMvN 

3. 1 , Mencrima pemberitahuan dari Giibornur, nama bank dan nomor rekcniiig Kaa Daerah 
Propinsi. 

3.2, Mcn^rima pi^mbiiritahiiaj; dari Bupali/Walikota, nama bank d;iu uuniLi; rekening Ka& 
Daeiak K.abupaten,^Koia. 

:vJ Mcnerimalembu^an SICU dari KPPCiB. 

3.4. Mcnerima a.ili Noui Oehsl/Bt^^n^Ji Karang .^lebubiingar, pcmbagiaii ha&i} pcneriniaan 
PBB i^!cla!iii pciiibL-biinan rekt^ning Kus Ncj^aia t^q, PBB daii Br.iik'Kaator Poji 
Operational V PBB, 

3.5. MencnnaK:P-PHP-PBB lcmbarkt;^l,SPM-PHP-PBB lenibar ke-1 dan icmbaike-5, 
dan SPM BP'PBB !embar ke 4 dari KPPBB untuk dicouukkan duni^aji asli Notu 
Debet/Berita tCuran-^ scbiibuiigaii dcngai) pembagtan hasil pencnmaan PBB dari 
Bank/Kanlor Po^ Operasional V PDD. 

3.6. Memhukiikar, KP^PHP-PBB lemhLir ke-l, SPM-PHP-PBB k-mbar ke-1, dan SPM- 
BP-PBB ieinbar kc-'l dan KPPBB dan a^li Nuiu DcbWBeuLa Kuiaiig ^ehiibiingan 
dciigaii pt;n3bai^:aii hasij pt:nerimaan PBB dari BanL'TCantor Pas Opa'a:^ional V PBB 
dan mengiimkan SPM-PlIP-rOB lenibar k^-5 kc KASIPA. 

3.7. Mr.'laporkan kc Rank Indonesia adiinya pelanggaran yang dilakukan o!ch 
Baf:k..''Kaiilor Pot Opej'asioual V PBB bcrdasarkuji pcnieiik^aan dan aUu laporau 
KJ^'PBB sehubLingan doiigan kcwajiban pembagian liasil pcn^rimaar. PRH mi^Jalui 
penibebunan rckcning Kas-Negara qq. PBB sebagaimana diinak^ud pada biitir 2.4. 

4. PEMERINTAll PROPINSl 

4.1, Mciiyanipaikaii \vd\i\.\ bank dan nomui' rck^iiiing Kas Dncrah P:opinii ke KPKN, 
KPPl^B. dan Rjink/Kamor ?r>^ OpL^viisional V PBB 

4.2. M^nerinia KJ>-PHP-PBB k^mbar ke-4. SPM-PHP-PBB lejiibar ke-4, dan :>PM-BP^ 
PBB Jcmbat ke-7 dari Kepala KPPBB untuk bahan penatau^ahaaa pcncnmaan PBB 
dalam pclaksanaan APBD Daerah Propinsi. 
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PEMERirv lAll KAHVPATEWKOT.X 

5.1. Menyninpniknn ru^ma bank Jan noimr ickeuine Kaa Djionih ivEibupatun/Kotii kc 
KPK.N, KP?OB jlLin Bank/Kfinror Pns Operational V I'BB, 

S-t, Mencrlm.i KV^PHP-PBB lambar ke-5, SPM-PHP-PBB tembar kc-6, dan SPM-BP- 
TBB iemhar kc-8 dari KepaU KPPBB unSuk U-.han pnii[liiiif,aliaun pt-iieriinaan PBB 
'Ual^iit jitiMsauaaiiAPBD p.ierab KrilT,ipa(c.n;'lCo^a- 



